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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim, 

Puji syukur Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  Provinsi Lampung 

atas izin dan rahmat dari Allah SWT telah dapat menyelesaikan 

Rencana Strategis Tahun 2104–2019 dengan tepat pada waktunya. 

Rencana Startegis merupakan perencanaan 5 (lima) tahun 

kedepan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, 

Program dan Kegiatan, serta target kinerja yang akan 

dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah  Provinsi Lampung. Rencana Strategis ini disusun 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

Rencana Strategis yang disusun bertujuan untuk 

menentukan arah dan kebijakan pembangunan sumberdaya 

aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan 

pola dasar pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Sebagaimana 

diketahui bahwa kebijakan pengembangan sumberdaya Aparatur 

di sektor pendidikan dan pelatihan telah mengalami perubahan 

kurikulum berdasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara meliputi (1) Perka LAN RI Nomor 12 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklatpim Tingkat III (2) 

Perka LAN RI Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV (3) Perka LAN RI Nomor 

21Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan 
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Gol III (4) Perka LAN RI Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol I dan II. 

Akhirnya, semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini 

mendapat dukungan dari semua pihak dan dapa tdijadikan 

sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahun 

demi tahun serta memberI manfaat bagi pembangunan di Provinsi 

Lampung. 

Saran dan kritik yang disampaikan dari Bapak/Ibu/Saudara 

dalam kerangka perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini 

sangat Kami nantikan serta masukan yang diberikan akan Kami 

akomodir secara proporsional. Terimakasih. 

      

Hajimena,                         2017 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

    

 

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA 
NIP. 19641021 199003 1 008 
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1.1. LATAR BELAKANG 

Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi  melayani, 

mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan 

pemerintahan yang baik (Good Government) baik dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam tahap 

perencanaan, perencanaan pembangunan di Indonesia telah 

diatur dalam suatu sistem sebagaimana yang termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional.  Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  adalah satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan  

Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut 

BAB  I 

PENDAHULUAN 
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Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  mengamanatkan 

kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan 

Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu dokumen perencanaan 

SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok 

dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan rencana kerja 

(Renja) SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 

(satu) tahun.  

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, Renstra 

berfungsi sebagai:  

1. Pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan selama 

periode 5 (lima) tahun 

2. Landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)   

Penyusunan Renstra perangkat daerah dapat dibagi menjadi 

4 (empat ) tahap yaitu:  

1. Tahap Pertama: Persiapan Penyusunan Renstra SKPD 

(mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih) 

2. Tahap Kedua: Penyusunan Rancangan Renstra SKPD (Kepala 

SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD berpedoman pada 

Rancangan Awal RPJM Daerah yang telah disepakati bersama  

3. Tahap Ketiga: Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD 

4. Tahap Keempat: Penetapan Renstra SKPD 

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 

perangkat daerah, disusun dengan berpedoman pada RPJMD agar 
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renstra perangkat daerah sinkron dan sinergi  antar waktu, antar 

ruang dan antar fungsi dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta 

Arah kebijakan RPJMD, dan dapat menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara dokumen perencanaan.  

Selain berpedoman dengan RPJMD, Renstra Perangkat 

Daerah juga harus memperhatikan dan mempedomani Renstra 

K/L dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis 

kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian (K/L) agar 

tercapainya sasaran pembangunan nasional.  

Secara subtansial Renstra Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

2015-2019 Provinsi Lampung. Dalam rangka melaksanakan 

pembangunan di bidang pengembangan kompetensi, Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 

dituntut mampu, aktif, tanggap dan handal dalam pelaksanaan 

pembangunan di bidang pengembangan kompetensi khususnya 

dalam pengelolaan peningkatan kemampuan sumber daya 

aparatur di  Provinsi Lampung pada masa 5 (lima) tahun 

mendatang yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019 yang  merupakan dokumen 

perencanaan yang berisi: tujuan, target, sasaran, kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan serta target kinerja yang akan 

dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung  selama lima tahun (2015-2019) dan 

menjadi acuan dan arahan bagi jajaran pejabat di lingkungan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung  dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan  
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periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan 

sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

(BPSDM) Provinsi Lampung merupakan salah satu Organisasi 

Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung yang melaksanakan 

urusan penunjang di bidang pengembangan kompetensi. BPSDM 

Provinsi Lampung adalah nomenklatur baru dari Badan Diklat 

Daerah Provinsi Lampung yang terbentuk sesuai dengan amanat 

PP nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

yang dilegitimasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Lampung.  Dengan terbentuknya nomenklatur ini, 

BPSDM Provinsi Lampung memiliki kewajiban merevisi Rencana 

Strategis Badan Diklat Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 yang 

telah disusun sebelumnya menjadi Rencana Strategis BPSDM 

Provinsi Lampung 2015 – 2019 dengan tetap mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Lampung 2015 – 2019. 

 

 

1.2. DASAR HUKUM 

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana 

Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 



 
 
I. Pendahuluan  

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 2015-
2019 
 

5 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

e. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil 

(lembaran negara republik Indonesia tahun 2000 Nomor 198, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); 

g. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah 

l. Permendagri No. 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan 

Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Departemen Dalam 

Negeri dan Daerah; 
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m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2008 tentang 

Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif 

Pemerintahan Daerah; 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan 

Dalam Negeri Se- Kabupaten/Kota; 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

q. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ/2016 

tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 Tentang Perangkat Daerah 

r. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 12 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklatpim Tingkat 

III; 

s. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 13 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklatpim Tingkat 

IV; 

t. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 21 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan 

Gol III; 

u. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 22 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan 

Gol I dan II; 
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v. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Lampung; 

w. Peraturan Daerah  Provinsi Lampung  Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Provinsi 

Lampung  Tahun 2015 – 2019; 

x. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Lampung; 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1. Maksud 

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dimaksudkan 

untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif 

periode tahun 2015-2019 sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). 

1.3.2. Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-

2019, bertujuan : 

a. Sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh jajaran Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung dalam merumuskan kebijakan, prioritas program 

dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur 



 
 
I. Pendahuluan  

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 2015-
2019 
 

8 

yang akan dibiayai oleh APBD  Provinsi Lampung  dan sumber 

pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. 

b. Menetapkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta 

berkelanjutan. 

c. Menetapkan tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan dan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung  

Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Rencana 

Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung  Tahun 2015-2019, Dasar Hukum, Maksud 

dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan. 

II. Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung  

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung  dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung  dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, 
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mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, 

mengemukakan capaian program prioritas Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung  yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Provinsi Lampung  

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama 

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi. 

III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Bab ini mengemukakan permasalahan pelayanan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah 

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra 

Kementerian/Lembaga,telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu 

Strategis. 

IV. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Bab ini memaparkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan dan 

pelaksanaan pembangunan di  Provinsi Lampung  Tahun 2015-

2019.  Selain itu, bab ini juga menyajikan strategi dan 

kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang, sebagai acuan 

dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam 

mewujudkan visi dan misi Provinsi Lampung: Lampung Maju 

dan Sejahtera Tahun 2019.  
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V. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung 

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 

yang akan dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2019. 

VI. Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung  yang mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung  yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

VII. Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan harapan-harapan dari Renstra 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung. 



 
II.  Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Manusia  
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GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) 

Provinsi Lampung 

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

A. Tugas Pokok dan Fungsi BPSDMD Provinsi Lampung 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 92 Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, BPSDM Provinsi 

Lampung mempunyai tugas pokok ”Melaksanakan 

Pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.   



 
II.  Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Manusia  
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Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 

pengembangan sumber daya manusia provinsi; 

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan 

pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; 

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan 

kabupaten/kota; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

BPSDM Provinsi Lampung saat ini mempunyai kewenangan 

tugas pokok dan fungsi yang lebih luas dari sebelumnya saat 

masih  berstruktur Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. Selain 

melaksanakan tugas pengembangan kompetensi SDM aparatur, 

penyelenggaraan tugas sertifikasi kompetensi dalam rangka 

menjamin profesionalisme kompetensi aparatur juga telah tersurat 

dalam TUPOKSI BPSDM dimana pada nomenklatur Badan Diklat 

Daerah Provinsi Lampung belum mencakup tugas tersebut. 

Adapun persandingan tupoksi antara BPSDM dan Badan Diklat 

Daerah Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 2.1 PERSANDINGAN TUPOKSI  STRUKTUR ORGANISASI 
BARU (BPSDM PROVINSI LAMPUNG) DENGAN 

STRUKTUR ORGANISASI LAMA (BADAN DIKLAT 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG) 

 

No. 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BPSDM PROVINSI LAMPUNG BANDIKLATDA PROVINSI 
LAMPUNG 

I. Tugas Pokok : “Melaksanakan 
Pengembangan sumber daya 
manusia aparatur di bidang 
penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintahan 

daerah provinsi dan 
kabupaten/kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku” 

Tugas Pokok: “Melaksanakan 
Penyusunan dan Pelaksanaan 
Kebijakan Daerah di Bidang 
Pendidikan dan Latihan” 

II. Fungsi : Fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis, 
rencana, dan program 
pengembangan sumber daya 
manusia provinsi 

Perumusan kebijakan teknis 
pengelolaan pendidikan dan 
latihan 

2. Penyelenggaraan 
pengembangan kompetensi di 
lingkungan pemerintahan 
provinsi dan kabupaten/kota 

Pemberian dukungan atas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di 
bidang pendidikan dan latihan 

3. Penyelenggaraan sertifikasi 
kompetensi di lingkungan 
pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota 

Pembinaan dan pelaksanaan 
tugas di bidang pendidikan 
dan latihan 

4. Pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan atas pelaksanaan 
pengembangan sumber daya 
manusia aparatur di provinsi 
dan kabupaten/kota 

Pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Gubernur di 
bidang pendidikan dan latihan 

5. Pelaksanaan administrasi 
Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Daerah Provinsi 

Pengelolaan administratif 

6. Pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Gubernur 

 

 

 

 

 



 
II.  Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Manusia  

 

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2015-2019 

 

14 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural 

 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) 

Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.  

Tugas pokok jabatan struktural Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana 

tertuang pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 

2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut: 

 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan 

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia 

aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi 

dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada Gubernur. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program 

serta penetapan standar/pedoman; 

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi; 

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur; 
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e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

 

 Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administratif dan teknis kepada semua unsur di 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Derah, serta fasilitasi Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten/Kota khususnya Bidang 

Pengembangan Kompetensi Aparatur. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, 

data, pelaporan program dan anggaran 

pengembangan sumber daya manusia aparatur 

provinsi; 

b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, 

serta pelaporan keuangan dan aset; 

c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, 

keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, 

dan dokumentasi; 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi 

kinerja aparatur sipil negara; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 
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 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan 

teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengembangan kompetensi teknis Inti. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana 

pengembangan kompetensi teknis inti; 

b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran 

pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi 

jabatan administrasi penyelenggara urusan 

pemerintahan konkuren dan perangkat daerah 

penunjang; 

c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi 

jabatan administrasi penyelenggara urusan 

pemerintahan konkuren dan perangkat daerah 

penunjang; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan 

kompetensi inti bagi jabatan administrasi 

penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan 

perangkat daerah penunjang; dan  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 
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 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan 

Fungsional 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan 

Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum 

dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara 

urusan konkuren, dan penyelenggara urusan 

pemerintahan umum, serta jabatan fungsional. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan 

Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis 

Umum dan Fungsional mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana 

pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, 

dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan 

administrasi, serta jabatan fungsional; 

b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran 

pemerintahan dalam negerikompetensi umum, 

pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan 

administrasi, dan jabatan fungsional; 

c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, 

pilihan, serta urusan pemerintahan umumbagi 

jabatan administrasi dan jabatan fungsional; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 
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 Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial 

mempunyai melaksanakan penyusunan kebijakan 

teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan 

pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di atas, Bidang Pengembangan Kompetensi 

Manajerial mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana 

pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan 

pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; 

b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran 

pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah 

dan jabatan pimpinan; 

c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi 

pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, 

kepemimpinan, dan prajabatan; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan 

kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan 

tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 
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 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan 

Kelembagaan 

(1) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan 

Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang 

kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara 

lembaga 

(2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan 

Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan 

Kelembagaan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi 

kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga 

pengembang kompetensi, sumber belajar, dan 

kerjasama; 

b. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara 

pemerintahan dalam negeri provinsi; 

c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 

d. Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang 

kompetensi, dan sumber belajar; 

e. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan 

formal, dan pendidikan kepamongprajaan; 

f. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga 

pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, 

dan kerjasama; dan  
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

 

2.1.2. Bagan dan Struktur Organisasi 

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 
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Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung terdiri dari : 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat/Sekretaris, membawahi :                                                                                                                                                                        

a. Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan    

c. Sub Bagian Perencanaan    

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, membawahi :      

a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan 

Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan 

Pilihan         

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan 

Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar 

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan 

Administrasi Perangkat Daerah Penunjang    

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan 

Fungsional, membawahi : 

a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan 

Administrasi; 

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan 

Administrasi; dan 

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahi : 

a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah; 

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan 

Tinggi; dan 

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan 

Prajabatan  

6. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, 

membawahi : 

a. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi; 
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b. Sub Bidang Pengelolaan kelembagaan dan Tenaga 

Pengembangan Kompetensi; dan 

c. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama  

7. Kelompok Jabatan Fungsional (Widyaiswara) 

2.2. Sumber Daya Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung 

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan 

Diklat Daerah Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya 

manusia sebanyak 115 orang yang terdiri dari 102 orang berstatus 

PNS, 1 orang CPNS dan 12 orang merupakan tenaga PTHL, secara 

rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.2 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 S3  S2  S1  D3 SLTA  SLTP  SD  Jumlah  

PNS  0 30 33 4 14 1 2  84 

WI  1  17  -  -  -  -  18 

CPNS  -  -  1  -  -  -  -  1 

PTHL  -  -  3  1  6  -  2  12  

 1 31 37 5 21 1 5  115 

2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Non-Struktural  dan Jenis 

Kelamin 

Pejabat Struktural :  21 Orang terdiri dari : 

 

Golongan IV/d  :  1 orang  Golongan IV/c  :  -  

Golongan IV/b  :  4 orang  Golongan IV/a  :  6 orang  

Golongan III/d  :  8 orang  Golongan III/c  : 1 orang  

Golongan III/b  :  1 orang     



 
II.  Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Manusia  

 

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2015-2019 

 

23 

ESELON II : 1 orang (Laki-laki)  
 

ESELON III : 5 orang (Laki-laki = 3 orang, Perempuan  = 2 orang) 
 
ESELON IV : 15 orang (Laki-laki = 8 orang, Perempuan = 7 orang) 

 
JFU : 92 orang (Laki- Laki = 43 orang, Perempuan = 39 orang)  
 

Golongan IV/e  : 3 orang Golongan IV/d  :  3 orang  

Golongan IV/c  :  5 orang  Golongan IV/b  :  8 orang  

Golongan IV/a  :  10 orang  Golongan III/d  :  8 orang  

Golongan III/c  :  7 orang  Golongan III/b  :  12 orang  

Golongan III/a  :  8 orang  Golongan II/d  :  1 orang  

Golongan II/c  :  4 orang  Golongan II/b  :  8 orang  

Golongan II/a  :  1 orang  Golongan I/d  :   - orang  

Golongan I/c  :  -  orang  Golongan I/b  :  3 orang  

Golongan I/a  :  -  orang     

 

3. Berdasarkan Jabatan Fungsional Widyaiswara 

Jumlah Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung per Tahun 2017 adalah : 18 

Orang Widyaiswara dengan rincian sebagai berikut: 

(Laki- Laki = 11 orang Perempuan = 7 orang)  

 
 

Golongan IV/e : 3 orang Golongan IV/d : 3 orang 

Golongan IV/c : 5 orang Golongan IV/b : 3 orang 

Golongan IV/a : 4 orang 
   

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Propinsi Lampung 

adalah sebagai berikut : 

1. Tanah dan Bangunan, yang terdiri dari : 

-  Luas Tanah   = 14,5 Ha 

-  Luas Bangunan    = 5.548 M² 

-  Ruang Belajar    =   8 lokal  
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-  Ruang Aula   =   1 lokal 

-  Ruang Asrama    =  82 kamar 

-  Ruang Perkantoran   =    4 lokal 

-  Ruang Makan =  1 lokal 

-  Ruang Perpustakaan =  1 lokal 

-  Ruang Widyaiswara =  1 lokal 

-  Ruang Foto Copy  =  1 lokal 

-  Ruang Musholla =  1 lokal 

-  Ruang Kamar Mandi/WC =  91 lokal 

-  Ruang Gudang  =  6 lokal 

-  Ruang Kebugaran =  1 lokal 

2. Perangkat Penunjang lainnya : 

-  Lemari Kantor =  21 buah 

-  Lemari peserta  =  82 unit 

-  Tempat tidur =  200 unit 

-  Wireles = 12 unit 

-  Sound System =  3 unit 

-  Meja Belajar =  450unit 

-  Komputer  =  15 unit 

-  Papan whiteboard =  11 unit 

-  Laptop =  12 unit 

-  LCD =  8 unit 

-  Genset 30.000 watt =  1 unit 

-  Genset 10.000 watt =  1 unit 

-  Kursi makan =  120buah 

-  Meja Makan =  20 buah 

-  Filling kabinet =  15 buah 

-  Meja Kerja =  80 buah 

-  Organ =  2 unit  
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3. Kendaraan Dinas/Operasional : 

-  Kendaraan Roda Empat (mobil)  = 3 unit 

-  Kendaraan Roda Dua (Motor)    = 2 unit 

4. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung yang dijabarkan ke dalam program kerja 

bersumber dari: 

a) Dana APBD Provinsi Lampung. 

b) Dana APBD Kabupaten/Kota yang disetorkan ke Kas 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk 

penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan peserta 

berasal dari Kabupaten/Kota. 

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung  

2.3.1 Kinerja Tahun 2010 - 2014 

Pada tahun 2010 – 2014, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung (BPSDMD) Provinsi Lampung 

saat itu masih menjadi Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung 

telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana termuat 

dalam Renstra tahun 2010-2014. Kinerja BPSDM Provinsi 

Lampung dapat dilihat dari jumlah lulusan diklat sesuai dengan 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.3  Rekapitulasi Jumlah Alumni Diklat Tahun 2010 – 

2014 

No. Tahun 

Jumlah Lulusan 

 Diklat Teknis/ 

Fungsional 

Diklat 

Prajabatan 

Diklat 

Kepemimpinan 

Jumlah 

Lulusan 

1 2 3 4 5 6 

1. 2010 260 1.411 - 1.671 

2. 2011 240 1.855 80 2.175 

3. 2012 368 794 193 1.355 

4. 2013 308 - 120 428 

5. 2014 266 121 208 595 

Total 6.230 
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Dari total alumni diklat diatas, masih terdapat 1.944 pegawai 

dari total 8.174 PNS Pemprov Lampung yang belum terlayani 

diklat di BPSDM Provinsi Lampung. Pegawai tersebut bisa jadi 

mengikuti diklat di instansi lain atau bisa jadi tidak mengikuti 

diklat sama sekali. Adapun 1.944 PNS Pemprov Lampung tersebut 

akan menjadi prioritas sasaran dalam Renstra BPSDM Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019.   

Selama periode 2010-2014, kelembagaan BPSDM Provinsi 

Lampung berakreditasi B hasil dari penilaian akreditasi oleh LAN 

RI. Dengan Akreditasi B, BPSDM dapat menyelenggarakan Diklat 

Kepemimpinan Tk. III dan IV serta Diklat Prajabatan, selain Diklat 

Teknis dan Fungsional. Untuk menjadikan BPSDM Provinsi 

Lampung menjadi salah satu lembaga pengembangan kompetensi 

yang unggul dan memberikan pelayanan diklat yang berkualitas, 

perlu upaya peningkatan dan perbaikan baik dari segi penguatan 

kelembagaan maupun peningkatan kapasitas SDM BPSDM. Salah 

satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

meningkatkan akreditasi BPSDM dari B menjadi A. Dengan 

akreditasi A, BPSDM Provinsi Lampung dapat menyelenggarakan 

program Diklatpim Tk. II, selain itu bentuk layanan 

penyelenggaraan diklat yang diberikan oleh tenaga penyelenggara, 

tenaga pengajar, fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, 

serta program diklat yang dilaksanakan dinilai sudah sepenuhnya 

memenuhi dan sesuai dengan standarisasi LAN. Peningkatan 

Akreditasi BPSDM dari B menjadi A merupakan salah satu 

sasaran yang akan dicapai pada renstra 2015-2019. 

2.3.2 Kinerja Tahun 2015 – 2016 

Pada tahun 2015-2016, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung masih berbentuk Badan Diklat 

Daerah Provinsi Lampung. Pengukuran kinerja Badan Diklat 

Daerah Provinsi Lampung difokuskan pada aspek capaian kinerja 
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sasaran strategis dan target indikator kinerja tahun 2015 dan 

2016. Pengukuran Kinerja berdasarkan capaian indikator sasaran 

Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2015, 

diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Badan Diklat Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2015 

NO Sasaran Indikator Satuan 
2015 

Target Realisasi % 

1 Meningkatnya 
aparatur 
peserta diklat 
yang 

profesional 
dan kompeten 

Persentase aparatur peserta : 
- diklat prajabatan dan 

kepemimpinan yang lulus 
dengan predikat 

memuaskan 
- diklat teknis dan 

fungsional yang lulus post 
test dengan nilai minimal 
70 

Persentase  
 

 75 
 

 
80 

 
 

73 
 

 
75 

 
 

97.33 
 

 
93.75 

2 Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan dan 
penyelenggara
an diklat 

Akreditasi Badan diklat B 

menjadi A pada tahun 2018 

akreditasi B B 100 

Persentase kerjasama 
dengan LAN-RI, Kemendagri, 
BKD Kab/kota dan 
Perguruan Tinggi dalam 1 
tahun 

Persentase 100 100 100 

 

Sasaran Meningkatnya Aparatur Peserta Diklat Yang 

Profesional Dan Kompeten ditetapkan pada tahun 2019 dengan 

target sebesar 85% dan 90%, pada tahun 2015 baru tercapai 

sebesar 73% dan 75%. Realisasi Kinerja sasaran diatas didapat 

melalui penilaian persentase peserta diklat prajabatan dan 

kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan serta 

peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus post test dengan 

nilai minimal 70. Pada tahun 2015 dari 1.688 peserta diklat 

prajabatan dan diklat kepemimpinan, yang mendapat predikat 

memuaskan sebanyak 1232 orang atau sebesar 73%. Sedangkan 

untuk persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus 

post test dengan nilai minimal 70, dari 240 orang peserta diklat 

teknis dan fungsional terdapat 180 orang atau sebesar 75% yang 

memenuhi nilai kelulusan post test sebesar 70. 
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Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan 

Penyelenggaraan Diklat mempunyai dua indikator kinerja 

sasaran yaitu Akreditasi Badan Diklat dari B menjadi A pada 

tahun 2018 dan indikator Persentase kerjasama dengan LAN-RI, 

Kemendagri, BKD Kab/Kota dan Perguruan Tinggi dalam 1 tahun. 

Pada tahun 2015, indikator sasaran Akreditasi Badan Diklat dari 

B menjadi A pada tahun 2018 mempunyai target akreditasi B 

dimana pencapaian indikator sesuai dengan yang ditargetkan. 

Nilai akreditasi didapat melalui penilaian penyelenggaraan 

program diklat, fasilitas kediklatan yang sesuai dengan standar 

LAN serta tenaga pengelola dan penyelenggara diklat yang 

memenuhi persyaratan yang distandarkan oleh LAN yaitu telah 

mengikuti Training of Course (ToC) dan Management of Trainer 

(MoT), selain itu juga didukung oleh tenaga pengajar yang telah 

mengikuti diklat/ToT sesuai dengan mata ampu untuk program 

diklat yang diselenggarakan. 

Sedangkan untuk indikator Persentase kerjasama dengan 

LAN-RI, Kemendagri, BKD Kab/Kota dan Perguruan Tinggi dalam 

1 tahun, dari target sebesar 100% tercapai kinerja sebesar 100% 

melalui kerjasama dengan 17 lembaga (LAN-RI, BPSDM 

Kemendagri dan 15 BKD/Bandiklat Kab/Kota se Provinsi 

Lampung) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan diantaranya 

Diklat pola kontribusi dan kemitraan, Lembaga Sertifikasi Profesi, 

Penjaminan mutu diklat serta pelaksanaan kegiatan akreditasi 

yang melibatkan assesor akreditasi dari LAN. 

Pada Tahun 2016, pencapaian kinerja Badan Diklat Daerah 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Badan Diklat Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2016 

 

N
O 

Sasaran Indikator Satuan 

2016 

Target Realisasi % 

1 Meningkatnya 
aparatur 
peserta diklat 
yang 
profesional 
dan kompeten 

Persentase aparatur 
peserta diklat : 
- prajabatan dan 

kepemimpinan yang 
lulus dengan predikat 
memuaskan 

- diklat teknis dan 
fungsional yang lulus 
post test dengan nilai 
minimal 70 

Persentase  
 

 75 
 
 
 

80 

 
 

90.73 
 
 
 

81.67 

 
 

120.97 
 
 
 

102.08 

2 Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 
dan 
penyelenggara
an diklat 

Akreditasi Badan diklat 

B menjadi A pada tahun 
2018 

akreditasi B B 100 

Persentase kerja-sama 

dengan LAN-RI, 
Kemendagri, BKD 
Kab/kota dan 
Perguruan Tinggi dalam 
1 tahun 

Persentase 100 100 100 

 

Sasaran Meningkatnya Aparatur Peserta Diklat Yang 

Profesional Dan Kompeten ditetapkan  pada akhir tahun 2019 

sebesar 85% dan 90%, dimana pada tahun 2016  tercapai sebesar 

90,73% dan 81,67%. Kinerja sasaran diatas didapat melalui 

penilaian persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan 

yang lulus dengan predikat memuaskan serta persentase lulusan 

diklat diklat teknis dan fungsional yang lulus post test dengan nilai 

minimal 70. Pada tahun 2016 dari 1115 lulusan diklat prajabatan 

dan diklat kepemimpinan, yang mendapat predikat memuaskan 

1018 orang atau sebesar  91,30%. Sedangkan untuk peserta diklat 

teknis dan fungsional yang lulus post test dengan nilai minimal 70, 

dari 180 orang peserta diklat teknis dan fungsional terdapat 147 

orang yang mendapat nilai post test minimal 70 atau sebesar 

81,67%.  

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan 

Penyelenggaraan Diklat mempunyai dua indikator kinerja yaitu 

Akreditasi Badan Diklat dari B menjadi A pada tahun 2018 dan 
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indikator Persentase kerjasama dengan LAN-RI, Kemendagri, BKD 

Kab/Kota dan Perguruan Tinggi dalam 1 tahun. Indikator 

Akreditasi Badan Diklat dari B menjadi A pada tahun 2018 pada 

tahun 2016 mempunyai target akreditasi B dengan pencapaian 

sesuai yang ditargetkan yaitu Badan Diklat Provinsi Lampung 

berakreditasi B. Penilaian akreditasi meliputi penilaian fasilitas 

sarana prasarana kediklatan yang sesuai standarisasi LAN, tenaga 

pengelola dan penyelenggara diklat telah mengikuti Training of 

Course (ToC) dan Management of Trainer (MoT), didukung oleh 

tenaga pengajar yang sudah mengikuti diklat sesuai mata ampu 

pada program diklat yang diselenggarakan sebagaimana yang 

diisyaratkan LAN. Pada tahun 2016 terkait upaya BPSDM untuk 

meningkatkan akreditasi B menjadi A telah dilakukan upaya-

upaya perbaikan diantaranya penambahan fasilitas prasarana 

diklat berupa Pemasangan paving block di belakang asrama VI dan 

Perbaikan Tembok Pagar Pembatas, serta sarana diklat yaitu 6 

unit  papan tulis, 2 unit AC 1 PK dan 4 unit AC 2 PK untuk lab 

bahasa dan komputer, 1 Paket Gorden untuk Lab bahasa dan 

komputer, 4 unit Aiphone dan 1 paket CCTV untuk ruang kelas. 

Adapun untuk tenaga pengajar, sebanyak 8 orang WI mengikuti 

beberapa diklat untuk meningkatkan kompetensinya diantaranya 

Diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat utama, Diklat 

kewidyaiswaraan berjenjang tingkat madya,  Diklat TOT local 

training for capacity building for central and local serta Diklat TOT 

revolusi mental dalam pelayanan publik. 

Untuk indikator Persentase kerjasama dengan LAN-RI, 

Kemendagri, BKD Kab/Kota dan Perguruan Tinggi dalam 1 tahun 

Persentase kerjasama dengan LAN-RI, Kemendagri, BKD Kab/Kota 

dan Perguruan Tinggi dalam 1 tahun, dari target sebesar 100% 

tercapai kinerja sebesar 100% melalui kerjasama dengan 17 

lembaga (LAN-RI, BPSDM Kemendagri dan 15 BKD/Bandiklat 
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Kab/Kota se Provinsi Lampung) dalam pelaksanaan kegiatan 

diklat, Lembaga Sertifikasi Profesi dan Penjaminan mutu diklat.  

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

Tantangan dan peluang untuk mewujudkan pengembangan 

kompetensi  secara umum adalah masih cukup tersedianya 

potensi sumberdaya aparatur. Sedangkan dari kapasitas 

sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi, memiliki potensi 

untuk ditingkatkan, untuk mendukung kegiatan-kegiatan 

pengembangan kompetensi. 

Di sisi lain, penguatan kelembagaan BPSDM  berpeluang 

semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program 

pengembangan kompetensi.   

Potensi sumberdaya aparatur yang beragam dan didukung 

ketersediaan teknologi untuk menunjang kegiatan pengembangan 

kompetensi, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitas aparatur. Perkembangan teknologi  serta 

komunikasi  yang baik, menjadi penunjang penting untuk 

pemantapan ketersediaan sumber daya aparatur yang kompeten 

sebagai agen perubahan dalam era reformasi birokrasi.  

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan 

sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tugas dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada 

Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijaksanaan yang 
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ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.    

Adanya tuntutan masyarakat tentang standarisasi dan mutu 

penyelenggaraan diklat sebagai salah satu bagian dari 

pengembangan kompetensi, serta perangkat kebijakan yang 

mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi 

pelaku pasar, dapat meningkatkan potensi dan peluang 

pengembangan sumber daya aparatur dari waktu ke waktu. 

Potensi sumberdaya aparatur sebagai peluang untuk 

pengembangan mutu diklat untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung 

adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi 

komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses 

peningkatan mutu diklat. Hal ini merupakan peluang yang tinggi 

untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan pola 

kemitraan.  Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada 

Badan Kepegawaian Daerah di kabupaten/kota di bidang 

pendidikan dan latihan dengan pola kemitraan diharapkan dapat 

meningkatkan mutu diklat dan akreditasi lembaga diklat. 

Sementara itu, terdapat berbagai kelembagaan di tingkat 

kabupaten/kota, dapat menjadi mitra kerja dan dapat berperan 

aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya 

peningkatan kualitas pendidikan dan latihan. Selain itu Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 

memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan proyek 

perubahan dan menciptakan sumber daya aparatur sebagai agen 

perubahan dalam era reformasi birokrasi. 

Untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut, maka 

hal-hal yang perlu dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya 
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Manusia Daerah Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan 

diantaranya :   

1. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara dan tenaga 

pengajar sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk 

peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pengembangan 

kompetensi 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar 

LAN, serta ketersediaan bahan ajar/modul  

3. Menyusun program dan kegiatan pengembangan kompetensi 

yang sesuai dengan tantangan daerah dan responsif terhadap 

perkembangan teknologi yang dihadapi ASN untuk 

meningkatkan kinerja serta pelayanan publik.    

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

pembina (LAN/BPSDM Kemendagri/Kementerian/ Lembaga 

Lainnya), BPSDM Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota dalam 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. 
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3.1 Identifikasi Permasalahan  

Dalam upaya peningkatan pengembangan kompetensi 

aparatur Pemerintah Provinsi Lampung, masih banyak 

permasalahan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut: 

1. Kapasitas dan  kapabilitas BPSDM Provinsi Lampung dalam 

menyelenggarakan pengembangan kompetensi masih terbatas; 

Pelaksanaan pengembangan kompetensi/diklat yang efektif 

sangat bergantung pada profesionalisme dan kualitas 

penyelenggaraan dari lembaga. Ketersediaan kurikulum dan 

modul belajar serta metode belajar mengajar dan 

profesionalisme widyaiswara/fasilitator sangat mempengaruhi 

hasil penyelenggaraan diklat. Disamping itu kelengkapan 

sarana prasarana pendukung serta kualifikasi akreditasi 

lembaga dan SOP penyelenggaraan diklat juga menjadi kunci 

faktor keberhasilan pelaksanaan diklat. BPSDM Provinsi 

Lampung dalam pemenuhan unsur-unsur diatas masih 

memiliki keterbatasan sehingga dalam penyelenggaraan 

pengembangan kompetensi masih belum optimal 

BAB  III 

ISU-ISU STRATEGIS  

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
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2. Penyelenggaraan Diklat belum berdasarkan kebutuhan 

kompetensi untuk mencapai target RPJMD 

Hambatan yang dihadapi BPSDM Provinsi Lampung dalam 

memenuhi target RPJMD untuk menyediakan aparatur yang 

berkompetensi dalam meningkatkan pelayanan publik 

diantaranya Jenis diklat belum sesuai dengan AKD, 

Terbatasnya anggaran serta  Evaluasi diklat belum efektif 

3. Kapasitas BPSDM dalam penyelenggaraan sertifikasi masih 

terbatas 

Beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan yaitu 

standar kompetensi yang disusun masih terbatas, ketersediaan 

SDM assesor dan penyusun standar masih kurang, 

Kelembagaan sertifikasi yang belum siap serta sarana dan 

prasarana masih terbatas. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah  

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi 

pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, 

energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas 

masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara 

komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi 

Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah 

Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku 

kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 

2015—2019. 

Visi Provinsi Lampung juga memperhatikan janji-janji 

kampanye gubernur terpilih yaitu : 

a. Bidang Infrastruktur. Menyediakan infrastruktur jalan dan 

jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda 

perekonomian rakyat.  
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b. Bidang Investasi. Sistem perizinan yang cepat, mudah, dan 

murah  

c. Bidang Reformasi Birokrasi. Pemerintahan yang bersih, 

transparan, profesional dan berjiwa memberi dan melayani.  

d. Bidang Pemerintahan. Membangun infrastruktur pendukung 

pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas 

unggulan pertanian untuk mencapai swasembada dan 

ketahan pangan daerah.  

e. Bidang Kesehatan. Meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan dan mempermudah birokrasi. 

f. Bidang Pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan melestarikan budaya daerah lampung. 

Dalam melaksanakan pembangunan Daerah Provinsi 

Lampung, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Provinsi Lampung, maka Visi Provinsi Lampung 

adalah:  

“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019” 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Pembangunan Provinsi 

Lampung yang akan dilaksanakan adalah: 

1. MISI 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan 

Memperkuat Kemandirian Daerah 

2. MISI 2 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial 

3. MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, 

Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat, dan Kehidupan 

Beragama Yang Toleran 

4. MISI 4 : Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan 

Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 
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5. MISI 5 : Menegakkan Supremasi Hukum, 

Mengembangkan   Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan 

Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif. 

Dalam rangka memenuhi janji-janji kampanye Gubernur 

Lampung dan mewujudkan visi dan misi Provinsi Lampung, maka 

peran serta yang aktif  setiap OPD Provinsi Lampung sangatlah 

dibutuhkan. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung adalah salah satu OPD Pemerintah Provinsi Lampung 

yang juga memiliki tugas dan kewajiban untuk bersama-sama 

OPD lainnya mewujudkan misi Provinsi Lampung terutama pada 

Misi 5 (lima) yaitu: 

“Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi 

Berbasis Kearifan Lokal,dan Memantapkan Kepemerintahan Yang 

Baik dan Antisipatif”. 

Keberhasilan mewujudkan Misi Ke-5 (lima) tersebut akhirnya 

dapat memenuhi janji kampanye Gubernur Lampung pada 

Bidang Reformasi Birokrasi yaitu: pemerintahan yang bersih, 

transparan, profesional dan berjiwa memberi dan dan 

melayani.  

Misi ke-5 (lima) tersebut adalah upaya untuk mendukung 

pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi 

dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk 

memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat 

peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan 

pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan 

kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas 

KKN. Juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, 

sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, 
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bertanggung jawab, dan profesional yang berorientasi pada 

pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan 

berorientasi pada pelayanan publik prima. 

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 5 antara lain: 

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian, Urusan Pertanahan, Urusan Perencanaan 

Pembangunan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan 

Statistik, Urusan Kearsipan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dalam Negeri, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 
Semangat reformasi birokrasi dengan 3 (tiga) pilar utama 

yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis serta 

peningkatan disiplin dan manajemen SDM perlu dilakukan secara 

menyeluruh agar tercipta birokrasi pemerintah yang profesional 

dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan 

bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, 

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 

aparatur negara. SDM aparatur sebagai penunjang keberhasilan 

dalam memberikan pelayanan publik adalah aparatur yang 

memiliki kompetensi dibidangnya (profesional). Aparatur yang 

professional dapat dibentuk melalui pengembangan kompetensi 

aparatur, yang menjadi tugas dan wewenang Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi 

Lampung selama ini. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di 

Pemerintahan Provinsi Lampung dari sisi pembangunan SDM 

aparatur, bukanlah hal yang mudah dikarenakan banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi pencapaiannya. 

Berdasarkan hasil kajian, faktor-faktor yang dimungkinkan 

menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas 
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dan fungsi BPSDM Provinsi Lampung dalam pencapaian visi dan 

misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

Tabel 3.1  Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

(BPSDM) Provinsi Lampung Terhadap Pencapaian Visi, 
Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur  

 

VISI : LAMPUNG MAJU  DAN SEJAHTERA 2019 

No 

Misi dan 

Program Kepala 

Daerah 

Permasalahan 

Pelayanan 

BPSDM 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1.  Misi 5: 

Menegakkan 

supremasi 
hukum, 

mengembangkan 

demokrasi 

berbasis kearifan 

lokal, dan 

memantapkan 

kepemerintahan 

yang baik dan 

antisipatif.  

 

Program 

Unggulan: 

Reformasi 

birokrasi untuk 
menciptakan 

sistem pelayanan 

publik yang 

prima dan 

sinergi 

pembangunan 

dengan 

kabupaten/kota  

Belum 

terpenuhinya 

kebutuhan SDM 
aparatur yang 

profesional dan 

tersertifikasi 

untuk 

meningkatkan 

pelayanan publik  

- Terbatasnya 

anggaran 

menyebabkan 
belum seluruhnya 

PNS Provinsi 

Lampung dapat 

mengikuti 

pengembangan 

kompetensi (dari 

8.147 PNS, baru  

6.230 orang yang 

mengikuti 

pengembangan 

kompetensi) 

- Diklat belum 

dipandang sebagai 

kebutuhan 
mendesak bagi 

PNS untuk 

menghadapi 

tuntutan global, 

perubahan 

regulasi dan 

permasalahan 

masyarakat, 

sehingga diklat 

hanya sebagai 

program 

penunjang bukan 

program prioritas 

- Masih terbatasnya 
standar 

kompetensi  yang 

dibutuhkan untuk 

uji kompetensi 

(standar yang 

telah disusun : 

Jabatan 

fungsional POL 

PP, P2UPD, 

DAMKAR)  

- Banyaknya 

potensi PNS 

Provinsi 
  Lampung yang 

dapat 

dikembangkan  

kompetensinya  

- Telah 

terbentuknya 

Lembaga 

Sertifikasi 

Profesi Provinsi 

Lampung 
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VISI : LAMPUNG MAJU  DAN SEJAHTERA 2019 

No 

Misi dan 

Program Kepala 

Daerah 

Permasalahan 

Pelayanan 

BPSDM 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

Penyelenggaraan 

pengembangan 

kompetensi 

belum 

sepenuhnya 

berbasis 
kompetensi 

sesuai 

kebutuhan nyata  

- Prioritas diklat 

yang ditetapkan 

belum 

sepenuhnya 

sesuai kebutuhan 

nyata OPD 
-  Masih ada 

kebijakan tentang 

diklat yang 

cenderung 

stagnan  dan tidak 

mengikuti 

perubahan 

peraturan 

perundangan 

- Masih banyak job 

description yang 

tidak sesuai 

kompetensi  

- Adanya 

kebijakan 

Permendagri 

nomor 2 tahun  

2013 tentang  

Pedoman 
Pengembangan 

Sistem 

Pendidikan 

Dan Pelatihan 

Berbasis 

Kompetensi Di 

Lingkungan 

Kementerian 

Dalam Negeri 

Dan 

Pemerintahan 

Daerah  

 

3.3 Telaahan Renstra K/L  

Dalam penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah, 

sudah selayaknya sejalan dengan Renstra Kementerian/Lembaga 

maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM 

agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. 

Untuk itu sangatlah perlu memperhatikan Renstra BPSDM 

Kementerian Dalam Negeri yang termuat dalam Renstra 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Adapun tujuan, 

sasaran strategis dan indikator kinerja yang diemban oleh BPSDM 

Kemendagri yaitu :  
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No. TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

1. Peningkatan 
kualitas 

penyelenggaraan 
urusan dan tata 
kelola 

pemerintahan di 
Daerah 

Meningkatnya 
kualitas 

pelaksanaan 
otonomi daerah 
untuk mencapai 

kesejahteraan 
masyarakat dan 

mendorong 
pertumbuhan 
ekonomi daerah 

Persentase kepala 
daerah dan wakil 

kepala daerah, 
serta pimpinan 
dan anggota 

DPRD memiliki 
kapasitas 

manajemen dan 
kepemimpinan 
daerah 

2. Peningkatan tata 
kelola dan 

kualitas 
kelembagaan 
pemerintahan 

dalam negeri 

Meningkatnya 
kapasitas dan 

profesionalisme 
aparatur bidang 
pemerintahan 

dalam negeri 
 

Peningkatan 
kompetensi 

aparatur 
Kemendagri dan 
Pemda melalui 

pengembangan 
kapasitas SDM 

 

Selain sinergi dengan Renstra BPSDM Kemendagri, 

penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Lampung ini juga 

memperhatikan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) RI yang mengusung Visi “Menjadi Institusi yang Handal 

dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara dan 

Peningkatan Kompetensi SDM Penyelenggara Negara”, dan 

diwujudkan dalam 7 misi utama yaitu : 

1) Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; 

2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang 

administrasi negara; 

3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara; 

4) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur 

negara; 

5) Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi 

negara; 

6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; 

7) Peningkatan kapasitas organisasi LAN. 
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Selaku lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, 

program BPSDM Provinsi Lampung yang dilaksanakan terkait 

dengan misi 3 LAN RI yaitu: Penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan Aparatur Negara. Sebagai instansi pembina, LAN RI 

selain melakukan pembinaan juga melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM 

sebagai wujud pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-

lembaga diklat pemerintah. Sertifikasi akreditasi lembaga diklat 

pemerintah juga dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara 

guna menentukan tingkat kelayakan dan kualitas Diklat 

Kepemimpinan dan Prajabatan yang dilaksanakan oleh BPSDM 

Provinsi Lampung.  

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas sasaran jangka 

menengah BPSDM Kemendagri dan visi misi LAN RI tersebut, 

maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan BPSDM Provinsi Lampung sebagai berikut: 
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Tabel 3.2  Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

(BPSDM) Provinsi Lampung Terhadap Renstra BPSDM 
Kemendagri dan LAN RI 

 

No 
Visi/Misi/Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Permasalahan 

Pelayanan 

BPSDM 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1.  BPSDM KEMENDAGRI 
 

Tujuan 1: Peningkatan 

kualitas penyelenggaraan 

urusan dan tata kelola 

pemerintahan di Daerah 

 

Sasaran: Meningkatnya 

Kualitas pelaksanaan 

otonomi daerah untuk 

mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan 

mendorong 
pertumbuhan ekonomi 

daerah 

 

Tujuan 2: Peningkatan 

tata kelola dan kualitas 

kelembagaan 

pemerintahan dalam 

negeri 

 

Sasaran: Meningkatnya 

kapasitas dan 

profesionalisme aparatur 

bidang pemerintahan 

dalam negeri 

Belum 

optimalnya 

kapasitas dan 

kapabilitas 

BPSDM 

Provinsi 

Lampung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

SDM aparatur 

yang 

profesional 

- Terbatasnya 
anggaran 

program dan 

kegiatan diklat 

yang 

dilaksanakan 

- Masih belum 

optimalnya 

penyelenggaraa

n 

pengembangan 

kompetensi 

oleh BPSDM 

Provinsi 

Lampung 

- Ketersedia

an potensi 

PNS 

Provinsi 

Lampung 

yang dapat 

dikembang

kan  

kompetens

inya 

 

2. LAN RI 

 
Visi :  

Menjadi Institusi yang 

Handal dalam 

Pengembangan Sistem 

Administrasi Negara dan 

Peningkatan Kompetensi 

SDM Penyelenggara 

Negara 

 

Misi 3 : Penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan 

Aparatur Negara 

 

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 

Sumber daya manusia diyakini merupakan faktor kunci 

keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-
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Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan 

nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus 

didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, 

termasuk didalamnya sumber daya manusia aparatur pemerintah 

atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dalam perspektif manajemen modern, birokrasi pemerintah 

yang ideal adalah birokrasi yang siap melayani, memberdayakan 

masyarakat, demokratis, berlegitimasi disertai akuntabilitas yang 

tinggi, menghargai hak asasi, berwibawa dan bebas dari kolusi, 

korupsi dan nepotisme serta bekerja secara efektif dan efisien. 

Secara filosofis, untuk mewujudkan profil birokrasi yang ideal 

bukanlah hal yang mudah dan dihadapkan pada tantangan yang 

sangat kompleks.  

Tantangan tersebut dapat berasal dari diri para aparatur 

birokrasi sendiri maupun pada konsepsi serta sistem dan 

mekanisme kerja birokrasi yang tidak jarang mengalami deviasi 

dalam implementasinya. Terlebih lagi setelah secara riil, birokrasi 

pemerintah menghadapi eksistensi fenomena globalisasi yang 

sarat dengan kompetisi, keterbukaan dan intensitas informasi 

yang sangat tinggi, kemudian menuntut perubahan paradigma 

pemerintahan menuju paradigma good governance, disertai dengan 

tuntutan reformasi disegala bidang yang bergulir pasca Indonesia 

mengalami krisis multi dimensi. Implementasi kebijakan otonomi 

daerah menambah semakin kompleksnya tantangan bagi birokrasi 

pemerintah untuk semakin efektif dan efisien dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 

Unsur utama penggerak kinerja birokrasi di Indonesia adalah 

aparatur pemerintah khususnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil. 
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Kesadaran akan posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai elemen vital 

birokrasi ini mengandung konsekuensi logis yang menuntut 

Pegawai Negeri Sipil baik secara institusional maupun individual 

terus berbenah diri, melakukan berbagai upaya secara terprogram, 

konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan kompetensi aparatur pemerintah. Amanah tugas 

yang melekat pada diri aparatur harus dijalankan secara 

profesional dan dengan dedikasi yang tinggi disertai sikap 

pengabdian yang kokoh terhadap bangsa dan negara serta 

kecintaannya pada eksistensi persatuan dan kesatuan. 

Aparatur pemerintah menempati posisi yang amat strategis 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. 

Secara kelembagaan, hal ini tercerminkan pada berbagai fungsi 

yang terinternalisasi di dalamnya, yakni fungsi pemerintahan, 

pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam 

menjalankan fungsi-fungsi tersebut kinerja aparatur akan menjadi 

tuntutan yang tidak terhindarkan, sehingga berbagai upaya yang 

terkait dengan peningkatan kinerja dimaksud harus menjadi 

agenda kebijakan utama, terlebih lagi bagi Pemerintah Daerah. 

Kinerja aparatur pemerintah sangat terkait dengan aspek-

aspek kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja serta kompetensi 

yang harus dimiliki sesuai dengan jenjang  jabatan dan bidang 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat 

dipenuhi secara sempurna jika terdapat kebijakan yang tepat 

mengenai peningkatan kinerja aparatur pemerintah. 

Desentralisasi secara tegas memberikan kewenangan yang 

lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pelayanan 

publik. Dengan kata lain, porsi daerah untuk menentukan 

berbagai kebijakan publik sesuai dengan konteks daerahnya 

menjadi semakin besar. Pada saat yang sama, dinamika sosial, 
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politik, dan ekonomi dalam skala lokal maupun nasional, terus 

dan terus berubah. 

Demikian pula dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

dan para stakeholders lainnya yang juga terus berubah dan harus 

direspon oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Semua hal 

tersebut dengan sendirinya menuntut adanya aparat pemerintah 

daerah yang profesional dan kompeten, khususnya mereka yang 

akan menduduki posisi-posisi strategis di unit-unit kerja 

pemerintahan daerah. Secara kelembagaan, hal ini tercerminkan 

pada berbagai fungsi yang terinternalisasi di dalamnya, yakni 

fungsipemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Dalammenjalankan fungsi-fungsi tersebut kinerja 

aparatur akan menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan, 

sehingga berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan kinerja 

dimaksud harus menjadi agenda kebijakan utama, terlebih lagi 

bagi Pemerintah Daerah. Kinerja aparatur pemerintah sangat 

terkait dengan aspek-aspek kelembagaan, sistem dan mekanisme 

kerja serta kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan jenjang 

jabatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal 

tersebut dapat dipenuhi secara sempurna jika terdapat kebijakan 

yang tepat mengenai peningkatan kinerja aparatur pemerintah. 

Kompetensi merupakan ukuran kemampuan seorang individu 

dalam menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam organisasi. 

Dengan demikian, hanya mereka-mereka yang memenuhi standar 

kompetensi yang dapat menduduki jabatan-jabatan struktural. 

Dalam organisasi pemerintahan daerah, jabatan struktural terbagi 

menjadi beberapa tingkatan: rendah (pertama), menengah, madya, 

dan tinggi (utama). Setiap jenjang, tentu saja membutuhkan 

tingkat kompetensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang 

menjadi persoalan kemudian selama ini adalah bagaimana cara 
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memenuhi kompetensi tersebut. Dalam berbagai teori disebutkan 

bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu 

pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan 

kompetensi seseorang. Melalui pendidikan dan pelatihan dapat 

terbangun pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap 

perilaku (attitude) yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Namun 

demikian, yang paling crussial dari pendekatan ini adalah 

bagaimana menemukan sekaligus menetapkan jenis pelatihan 

yang tepat, dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi, 

sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang 

dibutuhkan dengan yang senyatanya. 

Berdasarkan hasil kajian faktor-faktor yang paling utama  

mempengaruhi kinerja, maka dapat diuraikan isu-isu strategis  

BPSDM Provinsi Lampung sebagai berikut: 

1. Kapasitas dan  kapabilitas BPSDM Provinsi Lampung dalam 

menyelenggarakan pengembangan kompetensi masih terbatas. 

Pelaksanaan pengembangan kompetensi/diklat yang efektif 

sangat bergantung pada profesionalisme dan kualitas 

penyelenggaraan dari lembaga. Ketersediaan kurikulum dan 

modul belajar serta metode belajar mengajar dan 

profesionalisme widyaiswara/fasilitator sangat mempengaruhi 

hasil penyelenggaraan diklat. Disamping itu kelengkapan 

sarana prasarana pendukung serta kualifikasi akreditasi 

lembaga dan SOP penyelenggaraan diklat juga menjadi kunci 

faktor keberhasilan pelaksanaan diklat. BPSDM Provinsi 

Lampung dalam pemenuhan unsur-unsur diatas masih 

memiliki keterbatasan sehingga dalam penyelenggaraan 

pengembangan kompetensi masih belum optimal. 

Selain itu Kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan 

dan pelatihan PNS antar satu daerah dengan daerah lain 
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sehingga seringkali menimbulkan kesulitan dalam koordinasi, 

sinkronisasi dan standarisasi. 

2. Penyelenggaraan Diklat belum berdasarkan kebutuhan 

kompetensi untuk mencapai target RPJMD. 

 Hambatan yang dihadapi BPSDM Provinsi Lampung dalam 

memenuhi target RPJMD untuk menyediakan aparatur yang 

berkompetensi dalam meningkatkan pelayanan publik 

diantaranya terbentur oleh jenis diklat belum sesuai dengan 

AKD, terbatasnya anggaran serta  Evaluasi diklat yang belum 

efektif.  

3. Kapasitas BPSDM dalam penyelenggaraan sertifikasi masih 

terbatas. 

 Beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan yaitu 

standar kompetensi yang disusun masih terbatas, ketersediaan 

SDM assesor dan penyusun standar masih kurang, 

Kelembagaan sertifikasi yang belum siap serta sarana dan 

prasarana masih terbatas. Selain itu belum terintegrasinya 

indikator pengembangan SDM aparatur pemerintah dengan 

sistem penilaian kinerja pemerintahan. 
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Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 

2015-2019, sangat diperlukan satu kesamaan sikap dan 

pandangan yang sama diantara Pegawai BPSDM Provinsi Lampung 

dan BKD Kabupaten/Kota sebagai perwujudan pola kemitraan 

sikap dan pandangan ini diwujudkan dalam nilai-nilai yang 

disepakati sebagai pedoman dan pegangan bagi setiap staf, baik 

struktural maupun fungsional satu dengan yang lain. Nilai-nilai  

yang harus tergambar dalam penterjemahan Visi dan Misi Provinsi 

Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Harus mengandung nilai Integritas 

2. Harus bersifat Profesional 

3. Harus berazas Demokratis 

4. Harus ada rasa kebersamaan    

Jadi untuk memperkuat capaian visi BPSDM Provinsi 

Lampung diperlukan satu sikap dan Pandangan diantara Staf 

BPSDM Provinsi Lampung maupun Tenaga fungsional serta 

BAB  IV 
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penunjang dalam melaksanakan tugas masing-masing. Tentunya 

sikap ini diwujudkan dalam nilai yang disepakati untuk dijadikan 

pedoman dan pegangan setiap staf BPSDM Provinsi Lampung satu 

dengan yang lain dalam mencapai cita-cita tersebut. Nilai yang 

harus tergambar dalam visi dan misi adalah sebagai berikut: 

1) Integritas, mengandung pengertian kejujuran, loyalitas dan 

komitmen dengan keputusan bersama, dan adil (tidak berat 

sebelah), jadi dengan kejujuran yang merupakan modal 

utama, semua kegiatan yang telah diprogramkan harus 

objektif dan dipercaya, sehingga berdaya guna serta berhasil 

guna bagi semua pihak. Dengan loyalitas, pegawai BPSDM 

Provinsi Lampung harus sepakat dan komitmen bersama 

untuk mencapai Visi yang dicita-citakan serta melaksanakan 

misi Lembaga yang diemban. 

2) Profesionalisme, semua pegawai BPSDM Provinsi Lampung 

diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya 

masing-masing, sehingga pekerjaannya dapat dipertanggung 

jawabkan secara transparan. 

3) Demokratis, berarti semua pegawai BPSDM Provinsi 

Lampung adalah patuh terhadap segala keputusan yang telah 

disepakati bersama, antar level pimpinan dengan melihat dan 

menampung aspirasi staf BPSDM Provinsi Lampung. 

4) Kebersamaan, berarti juga bagaimana cara mendapatkan 

hasil kerja yang optimal dalam melaksakan kegiatan yang 

telah diprogramkan dan dilaksanakan secara bersama, serta 

adanya rasa memiliki, dan juga tanggung jawab bersama 

terhadap fasilitas yang ada. Kebersamaan dapat dibangun 

melalui tukar menukar informasi, pengalaman, pengetahuan, 

dan keahlian.  
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Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan 

eksternal dari BPSDM Provinsi Lampung, untuk lingkungan 

internal terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan, sedangkan 

untuk  lingkungan eksternal adanya peluang dan tantangan.  

Faktor kunci keberhasilan yang dapat ditentukan yaitu : 

1. Memanfaatkan secara optimal potensi dan kekuatan BPSDM 

Provinsi Lampung (SDM, Sarana dan Prasarana, program 

kerja).  Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama 

antara OPD (stakeholder) dalam rangka memenuhi tuntutan 

kualitas pelayanan dan membangun kemandirian pendanaan 

(kekuatan dan peluang untuk menghadapi tantangan) 

2. Mengefektifkan sistem manajemen BPSDM Provinsi Lampung 

dibidang pelaksanaan program kerja maupun kegiatan 

penunjang guna menangkap peluang yang ada (mengatasi 

kelemahan untuk memanfaatkan peluang). 

3. Memanfaatkan peluang kerja sama guna peningkatan 

sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan (memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan) 

(Aswatini, 2005). 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung 

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 

adalah: “Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi 

Aparatur Yang Efektif”.  Adapun indikator tujuan yang 

ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 

2019 

No Tujuan Indikator Tujuan Satuan 

Kondisi 

Akhir 
2019 

1. 

 

 Terwujudnya 
Pengelolaan 
Pengembangan 

Kompetensi 
Aparatur Yang 

Efektif  
 

Persentase aparatur 
yang lulus 
pengembangan 

kompetensi dengan 
ketentuan:  

- Predikat minimal 
memuaskan 

- Hasil post test 
minimal 70 

Persentase  
 
 

 
 

90 
 

90 

jumlah aparatur 

yang lulus uji 
kompetensi  

Orang 400 

Kualifikasi Akreditasi 
Lembaga BPSDM 
dari B menjadi A  

Akreditasi A 

 

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka 

sasaran yang ingin dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah: 

1. Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur  

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi  

Indikator sasaran yang diambil oleh Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 

2019 adalah sebagai berikut: 

1. Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi 

dengan ketentuan:  

- Predikat minimal memuaskan 

- Hasil post test minimal 70 

2. Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi 

3. Kualifikasi Akreditasi Lembaga BPSDM dari B menjadi A 
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Jika dibandingkan dengan penetapan tujuan dan sasaran 

saat masih sebagai struktur organisasi Badan Diklat Daerah 

Provinsi Lampung, tujuan dan sasaran Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang ditetapkan lebih 

luas dalam pemilihan indikator dan pencapaian target 

indikatornya, hal ini disebabkan karena bertambah besarnya 

tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Lampung yang diemban. 

Adapun persandingan tujuan dan sasaran antara  BPSDM Provinsi 

Lampung dan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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No 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Lampung 
Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung 

Tujuan Indikator Tujuan Satuan 
Kondisi 
Akhir 
2019 

Tujuan Indikator Tujuan Satuan 
Kondisi 
Akhir 
2019 

1. 

 

Terwujudnya 
Pengelolaan 
Pengembangan 
Kompetensi 
Aparatur Yang 
Efektif  
 

Persentase aparatur 
lulus pengembangan 
kompetensi dengan 
ketentuan:  

- Predikat minimal 
memuaskan 

- Hasil post test minimal 
70 

Persentase  
 
 
 

90 
 

90 

Terwujudnya 
aparatur 
yang 
profesional 
dan 
kompeten 

Persentase aparatur 
peserta:  

- diklat Prajabatan 
dan kepemimpinan 
yang lulus dengan 
predikat  
memuaskan 

- diklat teknis dan 
fungsional yang 
lulus post test 
dengan nilai 
minimal 70 

Persentase  

 

75 

 

 

80 
Jumlah aparatur yang 
lulus uji kompetensi  

Orang 1200  

Kualifikasi Akreditasi 
Lembaga BPSDM dari B 

menjadi A tahun 2018 

Akredi 
tasi 

A  Terwujudnya 
pengelolaan 

diklat yang 
efektif dan 
profesional 

Akreditasi Badan 
Diklat B menjadi A 

pada tahun 2018 

Akreditasi A 

Persentase kerja-
sama dengan LAN-RI, 
Kemendagri, BKD 
Kab/kota dan 
Perguruan Tinggi 
dalam 1 tahun 

Persentase 100 

Tabel 4.2 Persandingan Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
Provinsi Lampung dan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 
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Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2015 – 2019 

 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 

Kondisi 

Awal 
(tahun 
2014) 

TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

Terwujudnya 
Pengelolaan 
Pengembangan 
Kompetensi 
Aparatur Yang 
Efektif  

Meningkatnya 
Pengembangan 
Kompetensi 
Aparatur  

Persentase aparatur yang lulus 
pengembangan kompetensi dengan 
ketentuan:  
- Predikat minimal memuaskan 
- Hasil post test minimal 70 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

70% 
70% 

 
 
 

75% 
75% 

 
 
 

80% 
80% 

 
 
 

85% 
85% 

 
 
 

90% 
90% 

jumlah aparatur yang lulus uji 
kompetensi  

- - 240 100 300 400 

Meningkatnya 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Kompetensi  

Kualifikasi Akreditasi Lembaga 
BPSDM dari B menjadi A Tahun 2018 

B B B B A A 
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Tabel 4.4 Persandingan Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
Provinsi Lampung dan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 

No 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Kompetensi 
Aparatur  

Persentase 
aparatur lulus 
pengembangan 
kompetensi 
dengan 
ketentuan:  

- Predikat 
minimal 

memuaskan 

- Hasil post test 
minimal 70 

Persen 
tase 

 
 
 
 
 
 

70 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 

75 
 
 

75 

 
 
 
 
 
 

80 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 

85 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 

90 
 
 

90 

Terwujudnya 
aparatur 
yang 
profesional 
dan 
kompeten 

Persentase 
aparatur peserta 
diklat:  

-  Prajabatan dan 
kepemimpinan 
yang lulus 
dengan predikat  
memuaskan 

- diklat teknis 
dan fungsional 
yang lulus post 
test dengan 
nilai minimal 
70 

Persen 
tase 

 
 
 

75 
 
 
 
 

80 

 
 
 

77 
 
 
 
 

83 

 
 
 

80 
 
 
 
 

86 

 
 
 

82 
 
 
 
 

88 

 
 
 

85 
 
 
 
 

90 

Jumlah 

aparatur yang 
lulus uji 
kompetensi  

Orang - 240 100 300 400 

2. Meningkatnya 
Kualitas 
Penyelengga-
raan 
Pengembangan 

Kompetensi 

Kualifikasi 
Akreditasi 
Lembaga BPSDM 
dari B menjadi A 
Tahun 2018 

Akredi 
tasi 

B B B A A Terwujudnya 
pengelolaan 
diklat yang 
efektif dan 

profesional 

Akreditasi 
Badan Diklat B 
menjadi A pada 
tahun 2018 

Akredi 
tasi 

B B B A A 

Persentase 
kerjasama 
dengan LAN-RI, 
Kemendagri, 
BKD Kab/Kota 
dan Perguruan 
Tinggi dalam  1 
tahun 

Persen 
tase 

100 100 100 100 100 
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4.2  Strategi dan Kebijakan Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan  sasaran 

organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan 

program-program. Strategi merupakan bagian terpenting dalam 

proses perencanaan stratejik karena strategi memuat rencana 

yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan 

tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber 

daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. 

 Strategi dan kebijakan yang diambil Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung merupakan 

strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka 

menengah BPSDM Provinsi Lampung yang selaras dengan strategi 

dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam 

rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan tersebut 

menunjukkan bagaimana cara BPSDM Provinsi Lampung 

mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja 

hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan 

fungsi BPSDM Provinsi Lampung. Strategi dan kebijakan 

selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BPSDM Provinsi 

Lampung sesuai tugas dan fungsinya. 

Strategi BPSDM Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan selama kurun 5 (lima) tahun 

ditetapkan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pengembangan 

kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Lampung serta 

mengembangkan program peningkatan kompetensi unggulan 

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan, penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu kegiatan pengembangan kompetensi  
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Adapun Kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, 

dan strategi, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam 

merumuskan arah pelaksanaan program dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Menyusun renstra BPSDM Provinsi Lampung sesuai dengan 

kebutuhan dan menjawab kondisi kekinian; 

2. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang 

sesuai dengan kebutuhan melalui analisis kebutuhan 

pengembangan kompetensi; 

3. Mengefektifkan peran Komite Penjamin Mutu Diklat dalam 

menjamin kualitas kegiatan pengembangan kompetensi; 

4. Menjalankan evaluasi pasca diklat secara berkala dan 

berkesinambungan; 

5. Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang 

bersifat classical, non-classical dan yang berakses luas; 

6. Melaksanakan koordinasi secara intensif dan 

berkesinambungan dengan lembaga pembina, lembaga 

penyelenggara pengembangan kompetensi tingkat pusat, 

lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi 

provinsi/kabupaten/kota dan lembaga penyelenggara lainnya; 

7. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan 

pengembangan kompetensi sesuai standarisasi LAN RI; 

8. Mengkaji ulang master plan pengembangan kompetensi; 

9. Pemenuhan standar kompetensi tenaga penyelenggara dan 

tenaga manajemen pengembangan kompetensi serta 

widyaiswara BPSDM Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 

di Pemerintah Provinsi Lampung terdapat 195 jenis diklat, 

sementara Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung 

Berjumlah 16.644 orang. Untuk pemenuhan kebutuhan 

kompetensi di maksud hanya di prioritaskan pada pengembangan 
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kompetensi manajerial, Pengembangan Kompetensi teknis inti dan 

Kompetensi teknis Umum dan fungsional. Yang disesuaikan 

dengan ketersediaan anggaran dan kapasitas sarana dan 

prasarana serta Widyaiswara. 
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Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 

pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 antara lain: 

A. Program Perencanaan Pembangunan 

Kegiatan :  

1. PenyusunandanPenetapan Program 

danKegiatanBandiklatdaProvinsi Lampung 

2. PenyelenggaraanMusrenbang SKPD 

3. Penyusunan Renstra 

B. Program PelayananAdministrasiPerkantoran 

Kegiatan:  

1. PenyediaanJasaSuratMenyurat 

2. PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik 

3. PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapan Kantor  

4. PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan 

5. PenyediaanJasaKebersihan Kantor  

6. PenyediaanAlatTulis Kantor  

7. PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan 

8. PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangun

an Kantor 
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9. PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor 

10. PenyediaanPeralatanRumahTangga 

11. PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-

undangan 

12. PenyediaanMakanandanMinuman 

13. Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasiKeluar Daerah  

14. Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasi di Dalam Daerah  

15. PamerandanPromosi Pembangunan 

16. PenyediaanJasa Tim PenilaiJabatanFungsional 

17. PengembanganPengelolaanKeuangan SKPD 

18. PenyediaanBahanStandarKompetensiJabatandanEvaluasi

Jabatan 

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan: 

1. Pembangunan Gedung Kantor 

2. PengadaanPerlengkapandanPeralatanGedung Kantor 

3. PengadaanMebeuleur 

4. PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor  

5. PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional 

6. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor 

7. PemeliharaanRutin/BerkalaMebeuleur 

8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 

D. Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur 

Kegiatan: 

1. PendidikandanPelatihan Formal 

2. DiklatPengelolaan APBD 

3. Diklat ManajemenKeprotokolan 

4. DiklatPerencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota 

5. Diklat BendaharaUntukPelaporanKeuangan 

DaerahBerbasisAkrual 
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6. Diklat 

PenyusunanDokumenPerencanaandanEvaluasiPerencana

an SKPD 

7. DiklatTeknisBagi ASN PemerintahProvinsi Lampung 

danPemerintahKab./Kota Se-Provinsi Lampung 

8. DiklatPengelolaanBarangMilik 

Daerah/DiklatPenatausahaanAset(Barang) Daerah 

9. DiklatFungsionalBagi ASN PemerintahProvinsi Lampung 

danPemerintahKab./Kota Se-Provinsi Lampung 

10. DiklatPrajabatanGolongan I / II di 

LingkunganPemerintahProvinsidanPemerintahKab./Kota 

Se-Provinsi Lampung 

11. DiklatPrajabatanGolongan I / II dan III CASN Eks. 

Honorer di LingkunganPemerintahKabupaten/Kota Se-

Provinsi Lampung 

12. DiklatPrajabatanGolongan III CASN di 

LingkunganPemerintahProvinsi Lampung 

danPemerintahKab./Kota Se-Provinsi Lampung 

13. DiklatKepemimpinan Tingkat IV di 

LingkunganPemerintahProvinsi Lampung 

14. DiklatKepemimpinan Tingkat IV di 

LingkunganPemerintahKabupaten/Kota Se- Provinsi 

Lampung 

15. DiklatKepemimpinan Tingkat III Di 

LingkunganPemerintahProvinsi Lampung 

16. DiklatKepemimpinan Tingkat III  

PemerintahKabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 

17. PengembanganKompetensiIntiJabatanAdministrasiPelayan

anDasardanPilihan 

18. PengembanganKompetensiIntiJabatanAdministrasi Non 

PelayananDasar 
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19. PengembanganKompetensiIntiJabatanAdministrasiUrusan

Penunjang 

20. PengembanganKompetensiUmum 

21. PengembanganKompetensiPilihanJabatanAdministrasi 

22. PengembanganKompetensiJabatanFungsional 

23. PengembanganKompetensiPimpinan Daerah 

24. PengembanganKompetensiJabatanPimpinanTinggi 

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan:  

1. PenyusunanPelaporanKeuangan 

2. PenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIktisarRealisasiKin

erja SKPD  

3. PenyusunanLaporanRealisasiAnggaran Per-Semester 

F. ProgramPembinaandanPengembanganAparatur 

Kegiatan: 

1. AnalisaKebutuhanDiklat 

2. PenerbitanMajalah/BuletinBadanPengembanganSumberD

ayaManusia DaerahProvinsi Lampung 

3. LembagaSertifikasiProfesi 

4. KomitePenjaminMutuDiklat 

5. PeningkatanKemampuanPenelitianWidyaiswara 

6. Akreditasi 

G. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan 

Kegiatan:PemasyarakatanMinatdanKebiasaanMembacaUntukM

endorongTerwujudnyaMasyarakatPembelajar 

H. ProgramPendidikanKedinasan 

Kegiatan: PeningkatanKeterampilan, 

PendidikandanPelatihanTeknisWidyaiswara 

I. Program Monitoring danDiklatAparatur 

Kegiatan : Monitoring danPembinaanKediklatan 
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J. Program PembinaandanPemasyarakatanOlahraga 

 Kegiatan : 

PeningkatanKesegaranJasmanidanRekreasiAparaturPenyelengg

araDiklat 

Dengan mengacu pada keterkaitan dengan RPJMD Provinsi 

Lampung dimaksud maka Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampungmenetapkan Indikator Kinerja 

sebagai berikut : 

1. Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi 

dengan ketentuan:  

a. Predikat minimal memuaskan 

b. Hasil post test minimal 70 

2. Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi 

3. Kualifikasi Akreditasi Lembaga BPSDM dari B menjadi A 

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan 

IndikatifBadanPengembanganSumberDayaManusia Daerah 

Provinsi Lampung  2015 – 2019 disajikan dalam lampiran Tabel 

5.1.   
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Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 

suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bab ini akan 

menguraikan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2015 – 2019. Indikator 

ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator 

outcome program pembangunan daerah di tingkat OPD pada setiap 

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun 

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode 

RPJMD dapat dicapai. 

 

6.1. Penentuan Indikator Kinerja 

 

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi 

kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Indikator 

kinerja OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai 
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secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk 

setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja 

daerah untuk Renstra ini memiliki karakter yang berbeda sesuai 

aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja OPD sebagian 

bersifat dampak langsung tetapi sebagian lainnya bersifat dampak 

tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan OPD. 

Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah 

indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai 

dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan 

tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri 

dari indikator-indikator: 

a. Exact: ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur 

hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan. 

b. Proxy: indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung 

tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut. 

c. Activity: indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan 

waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran 

strategis yang bersangkutan. 

 

Untuk mengukur kinerja OPD indicator activity lebih banyak 

dipakai. Pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja 

OPD langsung dijadikan indikator RPJMD. Disadari bahwa 

penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target 

tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi 

capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu 

pula, yang dilaksanakan OPD. 

 

Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, 

ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta 

memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu 

rujukan ukuran kemampuan OPD adalah melihat kondisi 

eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya.  
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Dengan kondisi yang ada kepemimpinan yang baru 

tertantang untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. 

Karenanya kepemimpinan yang baru membutuhkan semangat dan 

loyalitas aparatnya. Semangat dan loyalitas ini salah satunya 

tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi 

dalam menentukan indikator kinerja.  

 

Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan Renstra 

termasuk  penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan 

memenuhi aspek formal yang disyaratkan. Aspek formal meliputi 

pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai 

ketentuan yang ada. Aspek formal tersebut diantaranya 

menyangkut perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja 

dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 

a. Relevant, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung 

dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran 

strategis. 

b. Well Defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna 

ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan. 

c. Measurable, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan 

skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa 

pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga. 

d. Appropriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan 

upaya peningkatan pelayanan/kinerja. 

e. Reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat 

mengikuti perubahan tingkatan kinerja. 

f. Verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem 

yang digunakan untuk menghasilkan idikator. 

g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya 

pengumpulan data.Kriteria di atas sebagian dipakai untuk 

menentukan indikator Renstra, namun sebagian yang lain 

dipakai dalam menentukan indikator kinerja OPD.  
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Indikator dan target kinerja hntuk menjamin aspek 

akuntabilitas pencapaian kinerja Renstra dan Renja OPD, 

indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada Renstra 

ini. Indikator kinerja Renstra ditampilkan dengan menggambarkan 

kondisi awal dan target tahunan selama periode 2015 sampai 

2019. Bahkan sebagai referensi digambarkan pula kondisi lima 

tahun sebelumnya sebagai pembanding. 

 

Target kinerja sedapat mungkin menggambarkan secara 

langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah 

daerah dengan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time bond dan Continously improve (SMART-C). 

 Spesifik (Specific) sesuai urusan wajib dan urusan pilihan 

yangmenjadi kewenangan pemerintah  Provinsi Lampung.  

 Terukur (Measurable) karena memiliki angka pencapaian 

tertentu.  

 Terjangkau (achievable) karena telah memperhitungkan 

kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. 

 Relevan (relevant) karena telah berusaha menyesuaikan 

aspirasi dan dinamika masyarakat.  

 Terikat waktu (timebond) karena memiliki batasan waktu 

selama 5 tahun (daritahun 2015 s/d tahun 2019) serta target 

tahunannya.  

 Peningkatan yang berkelanjutan (continously improve) karena 

berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan 

bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah 

selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut. 
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2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya Pengelolaan 

Pengembangan 

Kompetensi Aparatur Yang 

Efektif 

1. Meningkatnya 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur

1.1 Persentase aparatur yang lulus 

pengembangan kompetensi 

dengan ketentuan: - Predikat 

minimal memuaskan, 

- Hasil post test minimal 70

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur 

% peserta yang 

mengikuti diklat

30,40% 23,92% 16,79% 13,89% 15,00%

1.2 jumlah aparatur yang lulus uji 

kompetensi 

Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Aparatur 

Tercapainya pembinaan 

dan pengembangan 

aparatur

11,47% 18,84% 22,52% 23,52% 23,60%

2. Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraa

n Diklat 

2.1 Kualifikasi Akreditasi Lembaga 

Diklat dari B menjadi A  

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

% Pelayanan 

Administrasi 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

% peningkatan dan 

pemeliharaan fasilitas 

sarana dan prasaran 

perkantoran

19,70% 15,30% 19,00% 19,80% 26,20%

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

% capaian akuntabilitas 

kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah

% Pemanfaatan 

dokumen-dokumen 

Perencanaan (RKA, 

Renja, KUA, DPA, ROK, 

PK, RKT) untuk 

penyusunan 

perencanaan yang 

terarah, efektif dan 

efesiensi

100% 100% 100% 100% 100%

Program Pendidikan 

Kedinasan

% jumlah WI yang 

mengikuti diklat

20% 20% - - -

Program  Monitoring 

dan  Pembinaan 

Kediklatan

Meningkatnya 

pengelolaan 

pelaksanaan diklat di 

Kabupaten/Kota

20% 20% - - -

Program 

Pengembangan 

Budaya Baca dan 

Pembinaan 

Perpustakaan

tersedianya 

pengembangan budaya 

baca dan pembinaan 

perpustakaan

100% 100% - - -

Program Pembinaan 

dan Pemasayarakatan 

Olahraga

Tercapainya pembinaan 

dan pemasyarakatan 

olahraga Badan Diklat

100% 100% - - -

Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat 

terdiri atas 3 kategori yaitu :    a.  A untuk   

rentang   nilai  antara   91,00   s.d  100;

b.  B untuk   rentang   nilai  antara   81,00   

s.d  90,99;  dan

e.  C untuk   rentang   nilai  antara   71,00   

s.d  80,99.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung 

TARGET KINERJA
INDIKATOR PROGRAMPROGRAMINDIKATOR KINERJASASARANTUJUAN FORMULASI

jumlah aparatur pengembangan 
kompetensi yang lulus dengan 
predikat memuaskan

Jumlah seluruh peserta 
pengembangan kompetensi

x 100%

jumlah aparatur 
pengembangan kompetensi 
yang lulus post test dengan 
nilai minimal 70

x 100%
Jumlah seluruh peserta 
pengembangan kompetensi

jumlah aparatur yang lulus uji 
kompetensi

x 100%

Jumlah seluruh peserta uji 
kompetensi
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Keberhasilan pelaksanaan pengembangan kompetensi pada 

Pemerintah Provinsi Lampung merupakan tugas pokok dan fungsi 

utama (core business) dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung. Sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari organisasi Pemerintah Provinsi Lampung, 

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung mengacu sepenuhnya kepada Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung. 

Keselarasan keduanya senantiasa harus dijaga secara dinamis dan 

dimanfaatkan didalam perencanaan pengawasan dan perencanaan 

anggaran pengembangan kompetensi. 

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Lampung diharapkan dikomunikasikan 

kepada seluruh jajaran aparat di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Dengan adanya Rencana 

Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 diharapkan semuanya 

mengacu kepada Renstra yang telah disepakati bersama dan telah 

ditetapkan. Pada awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut 

dalam suatu rencana kinerja (performance plan) yakni pada setiap 
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tahun (periode pelaksanaan kegiatan), kegiatan - kegiatan yang 

direncanakan untuk dilaksanakan dalam setiap program  bagi 

pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaan 

tahunannya yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja 

tahunan dan pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan 

pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung.  

Demikian rencana strategis Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung selama kurun waktu 

2015 – 2019 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi 

seluruh aparat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mengkoordinasikan 

pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung. 

 

Hajimena,                     2017 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 

PROVINSI LAMPUNG 

    

 

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA 

NIP. 19641021 199003 1 008 
 



TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
4 5 19 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumberdaya Aparatur 
% peserta yang 
mengikuti diklat

60% 30,40% 8.148.921.000 23,92% 8.916.223.000 16,79% 8.721.115.000 13,89% 8.875.682.000 15,00% 9.196.793.000 100% 43.858.734.000

4 5 19 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang 
mengikuti Diklat 
Formal/bimtek/ku
rsus

40 orang 35 Orang 331.148.000 33 orang 362.773.000 40 orang 373.570.000 50 orang 411.431.000 60 orang 548.271.000 218 
orang

2.027.193.000 Hajime
na

-    Predikat minimal 
memuaskan

4 5 19 3 Diklat Teknis Bagi ASN Pemerintah 
Provinsi Lampung dan Pemerintah 
Kab./Kota Se-Provinsi Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 0 0 240 Orang 500.000.000 0 0 0 0 0 0 240 
Orang

500.000.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

-     Hasil post test 
minimal 70

4 5 19 4 Diklat Fungsional Bagi ASN 
Pemerintah Provinsi Lampung dan 
Pemerintah Kab./Kota Se-Provinsi 
Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 0 0 210 Orang 762.575.000 0 0 0 0 0 0 210 
Orang

762.575.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

4 5 19 2 Diklat Prajabatan Golongan I / II di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung dan  Lingkungan 
Pemerintah Kab./Kota Se-Provinsi 
Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

76 orang 80 Orang 343.397.000 70 Orang 312.900.000 40 Orang 210.305.000 40 Orang 217.115.000 80 Orang 420.000.000 230 
Orang

1.503.717.000 Hajime
na

4 5 19 9 Diklat Prajabatan Golongan I / II 
dan III CASN Eks. Honorer di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota Se-Provinsi 
Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 1243 orang 2.502.102.500 560 Orang 1.254.400.000 0 0 0 0 0 0 560 
Orang

3.756.502.500 Hajime
na

5 4 19 66 Diklat Prajabatan Golongan III 
CASN di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung dan Pemerintah 
Kab./Kota Se-Provinsi Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

45 orang 250 orang 1.322.336.500 265 Orang 1.469.425.000 190 Orang 1.106.800.000 190 Orang 1.130.000.000 190 Orang 1.240.000.000 835 
Orang

6.268.561.500 Hajime
na

4 5 19 5 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

30 orang 0 0 40 Orang 809.200.000 40 Orang 910.000.000 40 Orang 965.000.000 40 Orang 995.000.000 160 
Orang

3.679.200.000 Hajime
na

4 5 19 6 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten/Kota Se- Provinsi 
Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 0 0 40 Orang 809.200.000 80 Orang 1.670.000.000 80 Orang 1.720.000.000 40 Orang 995.000.000 240 
Orang

5.194.200.000 Hajime
na

4 5 19 7 Diklat Kepemimpinan Tingkat III 
Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 35 Orang 774.375.000 40 Orang 910.000.000 40 Orang 935.000.000 40 Orang 965.000.000 40 Orang 995.000.000 160 
Orang

4.579.375.000 Hajime
na

4 5 19 8 Diklat Kepemimpinan Tingkat III  
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Lampung

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 80 Orang 1.770.000.000 80 Orang 1.725.750.000 80 Orang 1.790.000.000 80 Orang 1.890.000.000 80 Orang 2.210.000.000 320 
Orang

9.385.750.000 Hajime
na

4 5 19 10 Pengembangan Kompetensi Inti 
Jabatan Administrasi Pelayanan 
Dasar dan Pilihan

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 30 Orang 98.686.000 60 Orang 197.372.000 90 Orang 296.058.000 180 
Orang

592.116.000 Hajime
na

kegiatan baru

4 5 19 11 Pengembangan Kompetensi Inti 
Jabatan Administrasi Non 
Pelayanan Dasar

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 30 Orang 98.686.000 60 Orang 197.392.000 60 Orang 197.392.000 150 
Orang

493.470.000 Hajime
na

kegiatan baru

4 5 19 12 Pengembangan Kompetensi Inti 
Jabatan Administrasi Urusan 
Penunjang

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 60 Orang 197.372.000 60 Orang 197.372.000 60 Orang 197.372.000 180 
Orang

592.116.000 Hajime
na

kegiatan baru

4 5 19 13 Pengembangan Kompetensi Umum Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 60 Orang 202.300.000 60 Orang 202.300.000 90 Orang 320.000.000 210 
Orang

724.600.000 Hajime
na

kegiatan baru

4 5 19 14 Pengembangan Kompetensi 
Pilihan Jabatan Administrasi

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 30 Orang 101.096.000 60 Orang 202.000.000 60 Orang 202.000.000 150 
Orang

505.096.000 Hajime
na

kegiatan baru

19
Terwujudnya 
Pengelolaan 
Pengembangan 
Kompetensi 
Aparatur Yang 
Efektif 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Kompetensi 
Aparatur 

Persentase 
aparatur yang lulus 
pengembangan 
kompetensi dengan 
ketentuan: 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

5

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

TUJUAN SASARAN
INDIKATOR 

SASARAN
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR 
KINERJA 

PROGRAM 
(OUTCOME) DAN 

KEGIATAN 
(OUTPUT)

DATA 
CAPAIAN 

PADA 
TAHUN 
AWAL 

PERENCAN
AAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KINERJA PADA 
AKHIR PERIODE RENSTRA 

SKPD

LOKAS
I

KET
TAHUN 2015 TAHUN 2016



4 5 19 15 Pengembangan Kompetensi 
Jabatan Fungsional

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 124 Orang 648.600.000 60 Orang 202.000.000 60 Orang 202.000.000 144 
Orang

1.052.600.000 Hajime
na

kegiatan baru

4 5 19 16 Pengembangan Kompetensi 
Pimpinan Daerah

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 40 Orang 199.350.000 40 Orang 199.350.000 40 Orang 199.350.000 120 
Orang

598.050.000 Hajime
na

kegiatan baru

4 5 19 17 Pengembangan Kompetensi 
Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

- - 0 - 0 40 Orang 179.350.000 40 Orang 179.350.000 40 Orang 179.350.000 120 
Orang

538.050.000 Hajime
na

kegiatan baru

Diklat Bendahara Untuk Pelaporan 
Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 30 Orang 301.103.000 - 0 - 0 - 0 - 0 30 Orang 301.103.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

Diklat Perencanaan Tata Ruang 
Wilayah dan Kota

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 30 Orang 201.384.000 - 0 - 0 - 0 - 0 30 Orang 201.384.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

Diklat Manajemen Keprotokolan Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 30 Orang 100.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 30 Orang 100.000.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

Diklat Pengelolaan APBD Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 60 Orang 184.034.000 - 0 - 0 - 0 - 0 60 Orang 184.034.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

Diklat Pengelolaan Barang/Aset 
Daerah

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 30 Orang 92.017.000 - 0 - 0 - 0 - 0 30 Orang 92.017.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

Diklat Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan Evaluasi 
Perencanaan SKPD 

Jumlah peserta 
yang mengikuti 
diklat

- 60 Orang 227.024.000 - 0 - 0 - 0 - 0 60 Orang 227.024.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

Jumlah aparatur 
yang lulus uji 
kompetensi 

4 5 20 Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Tercapainya 
pembinaan dan 
pengembangan 
aparatur

Tidak ada 11,47% 656.057.000 18,84% 834.000.000 22,52% 808.350.000 23,52% 1.168.350.000 23,60% 1.328.350.000 100% 4.795.107.000 Hajime
na

4 5 20 1 Analisa Kebutuhan Diklat Jumlah dokumen 
hasil analisis 
kebutuhan diklat

3 dokumen 100% 150.000.000 100% 163.500.000 0 0 0 0 0 0 0 313.500.000 Hajime
na

4 5 20 2 Penerbitan Majalah/Buletin Badan 
Diklat Daerah Provinsi Lampung

Jumlah 
buletin/majalah 
ilmiah Badan Diklat 
Daerah Provinsi 
Lampung

290 
exemplar

290 
exemplar

85.000.000 290 
exemplar

100.000.000 290 
exemplar

90.000.000 290 
exemplar

130.000.000 290 
exemplar

165.000.000 1450 
exemplar

570.000.000 Hajime
na

4 5 20 3 Lembaga Sertifikasi Profesi Pelaksanaan uji 
kompetensi

- 40 orang 150.000.000 242 orang 350.000.000 124 orang 350.000.000 300 orang 400.000.000 400 orang 450.000.000 1106 
orang

1.700.000.000 Hajime
na

4 5 20 4 Komite Penjamin Mutu Diklat Jumlah 
pelaksanaan 
penjaminan mutu 
diklat

1 paket 4 Kab/ 
Kota

66.724.000           6 Kab/ 
Kota

95.000.000           8 Kab/ 
Kota

105.000.000         10 Kab/ 
Kota

125.000.000         15 Kab/ 
Kota

250.000.000         43 Kab/ 
Kota

641.724.000 Hajime
na

4 5 20 5 Peningkatan Kemampuan 
Penelitian Widyaiswara

Jumlah 
seminar/workshop 
karya tulis 
Widyaiswara

-  19 WI 54.333.000            19 WI 125.500.000          19 WI 150.000.000          19 WI 200.000.000          19 WI 350.000.000          95 WI 879.833.000 Hajime
na

4 5 20 6 Akreditasi Lembaga Diklat Jumlah 
pelaksanaan 
akreditasi

1 paket  1 Paket 150.000.000         0 0 0 0  1 Paket 200.000.000         0 0 2 paket 350.000.000 Hajime
na

4 5 20 7 Pembinaan Kediklatan, 
Pengelolaan Kelembagaan dan 
Pengembangan Kompetensi 
Aparatur

Terlaksananya 
pembinaan 
kediklatan, 
pengelolaan 
kelembagaan dan 
pengembangan 
kompetensi 
aparatur

- - 0 - 0 9 kab/kota 113.350.000 9 kab/kota 113.350.000 9 kab/kota 113.350.000 27 
kab/kota

340.050.000 Hajime
na

kegiatan baru

5 4 15 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

% Pelayanan 
Administrasi 

- 100,00% 1.873.965.600 100,00% 2.232.452.600 100,00% 2.337.250.000 100,00% 2.528.050.000 100,00% 3.259.000.000 500% 12.230.718.200 Hajime
na

5 4 15 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan 
administrasi surat 
menyurat

12 paket 12 bulan 5.955.000 12 bulan 6.133.650 0 0 0 0 0 0 24 bulan 12.088.650 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

5 4 15 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Pembayaran 
telepon, air/PDAM 
dan listrik 

12 paket 12 bulan 523.800.000 12 bulan 612.523.000 12 bulan 660.425.000 12 bulan 700.000.000 12 bulan 800.000.000 60 bulan 3.296.748.000 Hajime
na

5 4 15 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Pembayaran honor  
pengurus dan 
pengelola barang

12 paket 12 bulan 50.696.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 bulan 50.696.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

Meningkatnya 
Kualitas 

Penyelenggaraan 
Pengembangan 

Kompetensi 

Kualifikasi 
Akreditasi Lembaga 
BPSDM dari B 
menjadi A Tahun 
2018



5 4 15 7 Penyediaan Jasa Administrasi 
Keuangan

Pembayaran honor 
tim pengadaan 
barang dan jasa, 
tim pemeriksa 
barang, pengelola 
keuangan SKPD, 
tim pengurus 
barang, PPTK & 
Sekretaris, Tim 
Pengurus Arsip dan 
Operator 
Simda/Komputer

12 paket 12 bulan 69.000.000 12 bulan 71.070.000 12 bulan 75.000.000 12 bulan 80.000.000 12 bulan 100.000.000 60 bulan 395.070.000 Hajime
na

5 4 15 8 Penyediaan Jasa Kebersihan 
Kantor 

Pembayaran Honor 
cleaning service

12 paket 12 bulan 336.200.000 12 bulan 380.000.000 12 bulan 415.500.000 12 bulan 450.000.000 12 bulan 500.000.000 60 bulan 2.081.700.000 Hajime
na

5 4 15 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis 
kantor

12 paket 12 bulan 35.778.000 12 bulan 36.851.000 12 bulan 38.000.000 12 bulan 45.000.000 12 bulan 90.000.000 60 bulan 245.629.000 Hajime
na

5 4 15 11 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Pelaksanaan 
penyediaan barang 

cetakan dan 
penggandaan

12 paket 12 bulan 49.975.000 12 bulan 52.000.000 12 bulan 53.560.000 12 bulan 60.500.000 12 bulan 85.000.000 60 bulan 301.035.000 Hajime
na

5 4 15 12 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Pembelian alat 
listrik/elektronik

12 paket 12 bulan 92.159.200 12 bulan 94.910.000 12 bulan 100.000.000 12 bulan 120.000.000 12 bulan 150.000.000 60 bulan 557.069.200 Hajime
na

5 4 15 13 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Pembelian 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor

12 paket 12 bulan 47.859.000 12 bulan 49.294.750 12 bulan 55.000.000 12 bulan 56.650.000 12 bulan 90.000.000 60 bulan 298.803.750 Hajime
na

5 4 15 14 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Pembelian 
peralatan 
kebersihan dan 
bahan pembersih

12 paket 12 bulan 45.366.000 12 bulan 46.700.000 12 bulan 50.500.000 12 bulan 55.000.000 12 bulan 95.000.000 60 bulan 292.566.000 Hajime
na

5 4 15 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Pembelian bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan

12 paket 12 bulan 21.960.000 12 bulan 22.618.800 12 bulan 25.000.000 12 bulan 30.000.000 12 bulan 54.000.000 60 bulan 153.578.800 Hajime
na

5 4 15 17 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Pelaksanaan 
penyediaan 
makanan dan 
minuman 
rapat/seminar

12 paket 12 bulan 48.500.000 12 bulan 49.955.000 12 bulan 52.000.000 12 bulan 55.400.000 12 bulan 95.000.000 60 bulan 300.855.000 Hajime
na

5 4 15 18 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Keluar Daerah 

Pelaksanaan 
Koordinasi dan 
konsultasi luar 
daerah

12 paket 30 kali 234.566.400 40 kali 322.570.800 50 kali 415.000.000 50 kali 450.000.000 60 kali 550.000.000 230 kali 1.972.137.200 Hajime
na

5 4 15 22 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi di Dalam Daerah 

Pelaksanaan 
Koordinasi dan 
konsultasi dalam 
daerah

12 paket 35 kali 51.951.000 45 kali 164.720.900 55 kali 187.000.000 55 kali 200.500.000 65 kali 300.000.000 255 kali 904.171.900 Hajime
na

5 4 15 29 Pameran dan Promosi 
Pembangunan

Pelaksanaan 
Pameran dan 
Pawai Kendaraan 
Pembangunan

1 paket 1 Paket 150.000.000 1 Paket 181.000.000 1 Paket 190.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 275.000.000 5 Paket 996.000.000 Hajime
na

5 4 15 39 Penyediaan Jasa Tim Penilai 
Jabatan Fungsional

Pelaksanaan 
Penilaian Jabatan 
Fungsional/Widyai
swara

12 paket 9 Kali 19.100.000 9 Kali 48.271.700 - 0 - 0 - 0 18 Kali 67.371.700 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

5 4 15 46 Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan SKPD

Operasional 
Pengelolaan Sistem 
Keuangan Daerah

12 paket 12 bulan 72.000.000 12 bulan 74.160.000 - 0 - 0 - 0 24 bulan 146.160.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

5 4 15 63 Penyediaan Bahan Standar 
Kompetensi Jabatan dan Evaluasi 
Jabatan

Jumlah bahan 
Standar 
Kompetensi 
Jabatan dan 
Evaluasi Jabatan

12 paket 12 bulan 19.100.000 12 bulan 19.673.000 12 bulan 20.265.000 12 bulan 25.000.000 12 bulan 75.000.000 60 bulan 159.038.000 Hajime
na

5 4 16 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

% peningkatan 
dan 
pemeliharaan 
fasilitas sarana 
dan prasaran 
perkantoran

37% 19,70% 2.567.329.800 15,30% 2.521.380.400 19,00% 2.796.021.000 19,80% 2.969.555.000 26,20% 5.358.350.000 100% 16.212.636.200 Hajime
na

5 4 16 3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah paket 
pekerjaan 
bangunan 
Gedung/Non 
Gedung

3 Paket 7 Paket 1.059.793.800 6 Paket 989.000.000 8 Paket 1.310.000.000 8 Paket 1.370.000.000 9 Paket 2.883.350.000 38 Paket 7.612.143.800 Hajime
na



5 4 16 7 Pengadaan Perlengkapan dan 
Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan 
dan perlengkapan 
kantor

6 Paket 119 unit 462.110.000 163 unit 379.285.500 165 unit 400.521.000 170 unit 450.000.000 225 unit 700.000.000 842 unit 2.391.916.500 Hajime
na

5 4 16 10 Pengadaan Mebeuleur Jumlah unit 
mebeleur

1 Paket 264 unit 603.838.000 123 unit 310.000.000 200 unit 410.000.000 215 unit 450.000.000 300 unit 750.000.000 1102 unit 2.523.838.000 Hajime
na5 4 16 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 
jumlah 
pemeliharaan 
gedung kantor

12 Paket 12 bulan 248.369.000 12 bulan 292.000.000 12 bulan 315.500.000 12 bulan 324.965.000 12 bulan 450.000.000 60 bulan 1.630.834.000 Hajime
na

5 4 16 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah 
Pemeliharaan 6 
unit kendaraan 
dinas

12 Paket 12 bulan 105.019.000 12 bulan 150.000.000 12 bulan 125.000.000 12 bulan 130.500.000 12 bulan 200.000.000 60 bulan 710.519.000 Hajime
na

5 4 16 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan 
gedung kantor

12 Paket 12 bulan 70.900.000 12 bulan 190.000.000 12 bulan 195.000.000 12 bulan 201.590.000 12 bulan 275.000.000 60 bulan 932.490.000 Hajime
na

5 4 16 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Mebeuleur

Jumlah 
Pemeliharaan 
mebeleur

12 Paket 12 bulan 17.300.000 12 bulan 36.094.900 12 bulan 40.000.000 12 bulan 42.500.000 12 bulan 100.000.000 60 bulan 235.894.900 Hajime
na

5 4 16 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 
Kantor

Jumlah paket 
pekerjaan 
Rehabilitasi 
sedang/berat 
gedung kantor

6 Paket - 0 1 Paket 175.000.000 - 0 - 0 - 0 1 Paket 175.000.000 Hajime
na

5 4 20 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

% capaian 
akuntabilitas 
kinerja dan 
keuangan

100% 100,00% 179.587.000 100,00% 226.000.000 100,00% 235.000.000 100,00% 265.000.000 100,00% 525.000.000 500% 1.430.587.000 Hajime
na

5 4 20 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan 
keuangan SKPD

12 Dokumen 12 
Dokumen

65.387.000 12 
Dokumen

78.500.000 14 
Dokumen

105.000.000 14 
Dokumen

115.000.000 14 
Dokumen

175.000.000 66 
Dokumen

538.887.000 Hajime
na

5 4 20 2 Penyusunan Laporan Keuangan 
Semesteran

Jumlah laporan 
keuangan 
semesteran

2 Dokumen 2 Dokumen 29.200.000 2 
Dokumen

31.000.000 4 
Dokumen

60.200.000 Hajime
na

5 4 20 6 Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Iktisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 
LAKIP, LPPD-
ILPPD, Laporan 
evaluasi program 
diklat, Evaluasi 
hasil renja SKPD 
dan Laporan 
capaian kinerja 
bulanan, 
triwulanan, 
semesteran

6 Dokumen 32 
Dokumen

85.000.000 32 
Dokumen

116.500.000 32 
Dokumen

130.000.000 32 
Dokumen

150.000.000 32 
Dokumen

200.000.000 160 
Dokumen

681.500.000 Hajime
na

5 4 20 7 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen 
Renstra 
Bandiklatda 2020-
2024

- - 0 - 0 - 0 - 0 1 dokumen 150.000.000 1 
dokumen 

150.000.000 Hajime
na

5 4 25 Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah

% Pemanfaatan 
dokumen-
dokumen 
Perencanaan 
(RKA, Renja, KUA, 
DPA, ROK, PK, 
RKT) untuk 
penyusunan 
perencanaan 
yang terarah, 
efektif dan 
efesiensi

Tidak ada 100% 294.790.500 100% 454.417.000 100% 480.000.000 100% 533.000.000 100% 650.000.000 500% 2.412.207.500 Hajime
na

5 4 25 24 Penyusunan dan Penetapan 
Program dan Kegiatan Bandiklatda 
Provinsi Lampung

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
program dan 
kegiatan dan 
pengembangan 
program diklat

- 15 
dokumen 

243.650.100 15 
dokumen 

374.417.000 15 
dokumen 

375.000.000 15 
dokumen 

385.000.000 15 
dokumen 

450.000.000 75 
dokumen 

1.828.067.100 Hajime
na

5 4 25 25 Penyelenggaraan Musrenbang 
SKPD

Jumlah dokumen 
hasil Musrenbang 
SKPD

- 1 dokumen 51.140.400 1 
dokumen 

80.000.000 1 dokumen 105.000.000 1 dokumen 148.000.000 1 dokumen 200.000.000 5 
dokumen 

584.140.400 Hajime
na

4 5 15 Program Pendidikan Kedinasan % jumlah WI yang 
mengikuti diklat

21% 20% 267.394.000 20% 350.000.000 - 0 - 0 - 0 40% 617.394.000 Hajime
na

4 5 15 4 Peningkatan Keterampilan, 
Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Widyaiswara

Jumlah 
widyaiswara yang 
mengikuti 
Diklat/Bimtek/TOT

12 Paket 19 WI 267.394.000 19 WI 350.000.000 - 0 - 0 - 0 38 wi 617.394.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain



4 5 17 Program  Monitoring dan  
Pembinaan Kediklatan

Meningkatnya 
pengelolaan 
pelaksanaan 
diklat di 
Kabupaten/Kota

Tidak ada 20% 150.827.000 20% 206.000.000 - 0 - 0 - 0 40% 356.827.000 Hajime
na

4 5 17 1 Monitoring dan Pembinaan 
Kediklatan

Jumlah 
pelaksanaan 
monitoring dan 
pembinaan 
kediklatan

- 15 Kab/ 
Kota

150.827.000 15 Kab/ 
Kota

206.000.000 - 0 - 0 - 0 30 Kab/ 
Kota

356.827.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

4 5 16 Program Pengembangan 
Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan

tersedianya 
pengembangan 
budaya baca dan 
pembinaan 
perpustakaan

Tidak ada 100% 10.000.000 100% 20.300.000 - 0 - 0 - 0 200% 30.300.000 Hajime
na

4 5 16 1 Pemasyarakatan Minat dan 
Kebiasaan Membaca Untuk 
Mendorong Terwujudnya 
Masyarakat Pembelajar

Jumlah buku 
bacaan 
perpustakaan 
Bandiklatda

- 1 Paket 10.000.000 1 Paket 20.300.000 - 0 - 0 - 0 2 Paket 30.300.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

4 5 18 Program Pembinaan dan 
Pemasayarakatan Olahraga

Tercapainya 
pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga Badan 
Diklat

Tidak ada 100% 58.617.000 100% 62.000.000 - 0 - 0 - 0 200% 120.617.000 Hajime
na

4 5 18 1 Peningkatan Kesegaran Jasmani 
dan Rekreasi Aparatur 
Penyelenggara Diklat

Jumlah 
pelaksanaan senam 
dan pembayaran 
Honor Instruktur 

- 12 bulan 58.617.000 12 bulan 62.000.000 - 0 - 0 - 0 24 bulan 120.617.000 Hajime
na

bergabung 
dengan 
kegiatan lain

14.207.488.900 15.822.773.000 15.377.736.000 16.339.637.000 20.317.493.000 82.065.127.900JUMLAH



MISI PROGRAM/KEGIATAN

1. 1.1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur 
Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.2 jumlah aparatur yang lulus uji 

kompetensi 

Diklat Teknis Bagi ASN Pemerintah Provinsi 

Lampung dan Pemerintah Kab./Kota Se-Provinsi 

Lampung

Diklat Fungsional Bagi ASN Pemerintah Provinsi 

Lampung dan Pemerintah Kab./Kota Se-Provinsi 

Lampung

Diklat Prajabatan Golongan I / II di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung dan  Lingkungan 

Pemerintah Kab./Kota Se-Provinsi Lampung

Diklat Prajabatan Golongan I / II dan III CASN Eks. 

Honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi 

Lampung

Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah 

Kab./Kota Se-Provinsi Lampung

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung

2. Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan Diklat 

2.1 Kualifikasi Akreditasi Lembaga 

Diklat dari B menjadi A  

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung

Diklat Kepemimpinan Tingkat III Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung

Diklat Kepemimpinan Tingkat III  Pemerintah 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi 

Pelayanan Dasar dan Pilihan

Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi 

Non Pelayanan Dasar

Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi 

Urusan Penunjang

Pengembangan Kompetensi Umum

Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan 

Administrasi

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah

Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan 

Tinggi

Diklat Bendahara Untuk Pelaporan Keuangan Daerah 

Berbasis Akrual

Diklat Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

TUJUAN SASARAN

TABEL KESELARASAN SASARAN RENSTRA OPD

TERHADAP SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

SASARAN INDIKATOR SASARAN

RENSTRA PD BARU

NAMA OPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

(M-5) Menegakkan 

Supremasi Hukum, 

Mengembangkan 

Demokrasi Berbasis 

Kearifan Lokal, dan 

Memantapkan 

Kepemerintahan 

yang Baik dan 

Antisipatif

Memperkuat 

Kapasitas 

Manajemen 

Birokrasi

Meningkatnya kinerja 

pelayanan publik yang 

memuaskan masyarakat dan 

kualitas pelayanan yang merata

Meningkatnya 

Pengembangan 

Kompetensi Aparatur

5.3.15.3 Persentase aparatur yang lulus 

pengembangan kompetensi dengan 

ketentuan: - Predikat minimal 

memuaskan, 

- Hasil post test minimal 70



MISI PROGRAM/KEGIATAN

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

RENSTRA PD BARU

Diklat Manajemen Keprotokolan

Diklat Pengelolaan APBD

Diklat Pengelolaan Barang/Aset Daerah

Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 

Evaluasi Perencanaan SKPD 

Program Pembinaan dan Pengembangan 

Aparatur 
Analisa Kebutuhan Diklat 

Penerbitan Majalah/Buletin Badan Diklat Daerah 

Provinsi Lampung

Lembaga Sertifikasi Profesi

Komite Penjamin Mutu Diklat

Peningkatan Kemampuan Penelitian Widyaiswara

Akreditasi Lembaga Diklat

Pembinaan Kediklatan, Pengelolaan Kelembagaan 

dan Pengembangan Kompetensi Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

Penyediaan Makanan dan Minuman 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam 

Daerah 
Pameran dan Promosi Pembangunan

Penyediaan Jasa Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Penyediaan Bahan Standar Kompetensi Jabatan dan 

Evaluasi Jabatan



MISI PROGRAM/KEGIATAN

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

TUJUAN SASARAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

RENSTRA PD BARU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung 

Kantor

Pengadaan Mebeuleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Penyusunan Renstra SKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Penetapan Program dan Kegiatan 

Bandiklatda Provinsi Lampung

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan Keterampilan, Pendidikan dan Pelatihan 

Teknis Widyaiswara

Program  Monitoring dan  Pembinaan Kediklatan

Monitoring dan Pembinaan Kediklatan

Program Pengembangan Budaya Baca dan 

Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca 

Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat 

Pembelajar

Program Pembinaan dan Pemasayarakatan 

Olahraga
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 

Aparatur Penyelenggara Diklat



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 9 10 6 7 8 9 10 11

4 5 19 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumberdaya Aparatur 

Meningkatnya 

sumberdaya aparatur 

yang handal dan 

profesional

30,40% 23,92% 16,79% 13,89% 15,00%

4 5 19 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur 

% peserta yang 

mengikuti diklat
30,40% 23,92% 16,79% 13,89% 15,00%

4 5 19 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang 

mengikuti Diklat 

Formal/bimtek/kursus
35 Orang 33 orang 40 orang 50 orang 60 orang

4 5 19 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang 

mengikuti Diklat 

Formal/bimtek/kursus
35 Orang 33 orang 40 orang 50 orang 60 orang

4 5 19 3 Diklat Teknis Bagi ASN Pemerintah 

Provinsi Lampung dan Pemerintah 

Kab./Kota Se-Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
0

240 Orang 0 0 0 4 5 19 3 Diklat Teknis Bagi ASN 

Pemerintah Provinsi Lampung 

dan Pemerintah Kab./Kota Se-

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
0

240 Orang 0 0 0 keg dilaksanakan 

pada 2016, 

bergabung dg 

kegiatan lain

4 5 19 4 Diklat Fungsional Bagi ASN 

Pemerintah Provinsi Lampung dan 

Pemerintah Kab./Kota Se-Provinsi 

Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
0

210 Orang 0 0 0 4 5 19 4 Diklat Fungsional Bagi ASN 

Pemerintah Provinsi Lampung 

dan Pemerintah Kab./Kota Se-

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
0

210 Orang 0 0 0 keg dilaksanakan 

pada 2016, 

bergabung dg 

kegiatan lain

4 5 19 2 Diklat Prajabatan Golongan I / II di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung dan  Lingkungan 

Pemerintah Kab./Kota Se-Provinsi 

Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
80 Orang 70 Orang 40 Orang 40 Orang 80 Orang 4 5 19 2 Diklat Prajabatan Golongan I / II 

di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung dan  

Lingkungan Pemerintah 

Kab./Kota Se-Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
80 Orang 70 Orang 40 Orang 40 Orang 80 Orang

4 5 19 9 Diklat Prajabatan Golongan I / II dan 

III CASN Eks. Honorer di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
1243 orang 560 Orang 0 0 0 4 5 19 9 Diklat Prajabatan Golongan I / II 

dan III CASN Eks. Honorer di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi 

Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
1243 orang 560 Orang 0 0 0

5 4 19 66 Diklat Prajabatan Golongan III CASN 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung dan Pemerintah Kab./Kota 

Se-Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
250 orang 265 Orang 190 Orang 190 Orang 190 Orang 5 4 19 66 Diklat Prajabatan Golongan III 

CASN di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung dan 

Pemerintah Kab./Kota Se-

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
250 orang 265 Orang 190 Orang 190 Orang 190 Orang

4 5 19 5 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat 0
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 4 5 19 5 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat 0
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

4 5 19 6 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di 

Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota Se- Provinsi 

Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
0

40 Orang 80 Orang 80 Orang 40 Orang 4 5 19 6 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota Se- Provinsi 

Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
0

40 Orang 80 Orang 80 Orang 40 Orang

4 5 19 7 Diklat Kepemimpinan Tingkat III Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
35 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 4 5 19 7 Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
35 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

4 5 19 8 Diklat Kepemimpinan Tingkat III  

Pemerintah Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 4 5 19 8 Diklat Kepemimpinan Tingkat III  

Pemerintah Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Lampung

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang

- - - - - - - 4 5 19 10 Pengembangan Kompetensi Inti

Jabatan Administrasi Pelayanan

Dasar dan Pilihan

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 30 Orang 60 Orang 90 Orang  Keg baru 

- - - - - - - 4 5 19 11 Pengembangan Kompetensi Inti

Jabatan Administrasi Non

Pelayanan Dasar

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 30 Orang 60 Orang 60 Orang  Keg baru 

- - - - - - - 4 5 19 12 Pengembangan Kompetensi Inti

Jabatan Administrasi Urusan

Penunjang

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 60 Orang 60 Orang 60 Orang  Keg baru 

- - - - - - - 4 5 19 13 Pengembangan Kompetensi

Umum

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 60 Orang 60 Orang 90 Orang  Keg baru 

- - - - - - - 4 5 19 14 Pengembangan Kompetensi

Pilihan Jabatan Administrasi

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 30 Orang 60 Orang 60  Keg baru 

- - - - - - - 4 5 19 15 Pengembangan Kompetensi

Jabatan Fungsional

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 124 Orang 60 Orang 60 Orang  Keg baru 

Program / Kegiatan Program / Kegiatan
Indikator 

Program/Kegiatan
Kode Rek Kode Rek

TARGET

TABEL PERSANDINGAN PROGRAM KEGIATAN SEBELUM DAN SESUDAH REVISI RENSTRA PD
NAMA OPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

RENSTRA BARU/RENSTRA REVISI

KET.

RENSTRA LAMA

TARGETIndikator 

Program/Kegiatan



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 9 10 6 7 8 9 10 11

Program / Kegiatan Program / Kegiatan
Indikator 

Program/Kegiatan
Kode Rek Kode Rek

TARGET

RENSTRA BARU/RENSTRA REVISI

KET.

RENSTRA LAMA

TARGETIndikator 

Program/Kegiatan

- - - - - - - 4 5 19 16 Pengembangan Kompetensi

Pimpinan Daerah

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 40 Orang 40 Orang 40 Orang  Keg baru 

- - - - - - - 4 5 19 17 Pengembangan Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumlah peserta yang 

mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

- - 40 Orang 40 Orang 40 Orang  Keg baru 

Diklat Bendahara Untuk Pelaporan 

Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Diklat Bendahara Untuk 

Pelaporan Keuangan Daerah 

Berbasis Akrual

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Bergabung dengan 

keg lain

Diklat Perencanaan Tata Ruang 

Wilayah dan Kota

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Diklat Perencanaan Tata Ruang 

Wilayah dan Kota

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Bergabung dengan 

keg lain

Diklat Manajemen Keprotokolan Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Diklat Manajemen Keprotokolan Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Bergabung dengan 

keg lain

Diklat Pengelolaan APBD Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
60 Orang - - - - Diklat Pengelolaan APBD Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
60 Orang - - - - Bergabung dengan 

keg lain

Diklat Pengelolaan Barang/Aset 

Daerah

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Diklat Pengelolaan Barang/Aset 

Daerah

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
30 Orang - - - - Bergabung dengan 

keg lain

Diklat Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Perencanaan SKPD 

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
60 Orang - - - - Diklat Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Perencanaan SKPD 

Jumlah peserta yang 

mengikuti diklat
60 Orang - - - - Bergabung dengan 

keg lain

- - -

4 5 20 Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

Tercapainya 

pembinaan dan 

pengembangan 

aparatur

11,47% 18,84% 22,52% 23,52% 23,60% 4 5 20 Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

Tercapainya 

pembinaan dan 

pengembangan 

aparatur

11,47% 18,84% 22,52% 23,52% 23,60%

4 5 20 1 Analisa Kebutuhan Diklat Jumlah dokumen hasil 

analisis kebutuhan 

diklat

100% 100% 0 0 0
4 5 20 1 Analisa Kebutuhan Diklat Jumlah dokumen hasil 

analisis kebutuhan 

diklat

100% 100% 0 0 0
Bergabung dengan 

keg lain

4 5 20 2 Penerbitan Majalah/Buletin Badan 

Diklat Daerah Provinsi Lampung

Jumlah buletin/majalah 

ilmiah Badan Diklat 

Daerah Provinsi 

Lampung

290 exemplar 290 

exemplar

290 

exemplar

290 

exemplar

290 

exemplar

4 5 20 2 Penerbitan Majalah/Buletin 

Badan Diklat Daerah Provinsi 

Lampung

Jumlah 

buletin/majalah ilmiah 

Badan Diklat Daerah 

Provinsi Lampung

290 exemplar 290 

exemplar

290 

exemplar

290 

exemplar

290 

exemplar

4 5 20 3 Lembaga Sertifikasi Profesi Pelaksanaan uji 

kompetensi
40 orang 242 orang 124 orang 300 orang 400 orang 4 5 20 3 Lembaga Sertifikasi Profesi Pelaksanaan uji 

kompetensi
40 orang 242 orang 124 orang 300 orang 400 orang

4 5 20 4 Komite Penjamin Mutu Diklat Jumlah pelaksanaan 

penjaminan mutu diklat
4 Kab/ Kota 6 Kab/ 

Kota

8 Kab/ 

Kota

10 Kab/ Kota 15 Kab/ 

Kota

4 5 20 4 Komite Penjamin Mutu Diklat Jumlah pelaksanaan 

penjaminan mutu 

diklat

4 Kab/ Kota 6 Kab/ 

Kota

8 Kab/ 

Kota

10 Kab/ 

Kota

15 Kab/ 

Kota

4 5 20 5 Peningkatan Kemampuan Penelitian 

Widyaiswara

Jumlah 

seminar/workshop 

karya tulis Widyaiswara

 19 WI  19 WI  19 WI  19 WI  19 WI 4 5 20 5 Peningkatan Kemampuan 

Penelitian Widyaiswara

Jumlah 

seminar/workshop 

karya tulis 

Widyaiswara

 19 WI  19 WI  19 WI  19 WI  19 WI 

4 5 20 6 Akreditasi Lembaga Diklat Jumlah pelaksanaan 

akreditasi
 1 Paket 0 0  1 Paket 0 4 5 20 6 Akreditasi Lembaga Diklat Jumlah pelaksanaan 

akreditasi
 1 Paket 0 0  1 Paket 0

4 5 20 7 - - 9 kab/kota 9 kab/kota 9 kab/kota 4 5 20 7 Pembinaan Kediklatan, 

Pengelolaan Kelembagaan dan 

Pengembangan Kompetensi 

Aparatur

Terlaksananya 

pembinaan kediklatan, 

pengelolaan 

kelembagaan dan 

pengembangan 

kompetensi aparatur

- - 9 kab/kota 9 kab/kota 9 kab/kota  Keg baru 

5 4 15 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Terlaksananya 

Pelayanan 

Administrasi sebagai 

penunjang Badan 

Diklat

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5 4 15 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

% Pelayanan 

Administrasi 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 4 15 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan 

administrasi surat 

menyurat

12 bulan 12 bulan 0 0 0 5 4 15 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan 

administrasi surat 

menyurat

12 bulan 12 bulan 0 0 0 Bergabung dengan 

keg lain

5 4 15 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Pembayaran telepon, 

air/PDAM dan listrik 
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Pembayaran telepon, 

air/PDAM dan listrik 
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

5 4 15 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Pembayaran honor  

pengurus dan 

pengelola barang

12 bulan 0 0 0 0 5 4 15 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Pembayaran honor  

pengurus dan 

pengelola barang

12 bulan 0 0 0 0 Bergabung dengan 

keg lain



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 9 10 6 7 8 9 10 11

Program / Kegiatan Program / Kegiatan
Indikator 

Program/Kegiatan
Kode Rek Kode Rek

TARGET

RENSTRA BARU/RENSTRA REVISI

KET.

RENSTRA LAMA

TARGETIndikator 

Program/Kegiatan

5 4 15 7 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Pembayaran honor tim 

pengadaan barang 

jasa, tim pemeriksa 

barang jasa, pengelola 

keuangan SKPD dan 

tim pengurus barang

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 7 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Pembayaran honor tim 

pengadaan barang 

dan jasa, tim 

pemeriksa barang, 

pengelola keuangan 

SKPD, tim pengurus 

barang, PPTK & 

Sekretaris, Tim 

Pengurus Arsip dan 

Operator 

SIMDA/Komputer

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Honor 

cleaning service
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 8 Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor 

Pembayaran Honor 

cleaning service
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 11 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Pelaksanaan 

penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 11 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Pelaksanaan 

penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 12 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Pembelian alat 

listrik/elektronik
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 12 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

Pembelian alat 

listrik/elektronik
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 13 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Pembelian peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 13 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Pembelian peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 9 10 6 7 8 9 10 11

Program / Kegiatan Program / Kegiatan
Indikator 

Program/Kegiatan
Kode Rek Kode Rek

TARGET

RENSTRA BARU/RENSTRA REVISI

KET.

RENSTRA LAMA

TARGETIndikator 

Program/Kegiatan

5 4 15 14 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

Pembelian peralatan 

kebersihan dan bahan 

pembersih

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 14 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

Pembelian peralatan 

kebersihan dan bahan 

pembersih

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

Pembelian bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

Pembelian bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pelaksanaan 

penyediaan makanan 

dan minuman 

rapat/seminar

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 17 Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

Pelaksanaan 

penyediaan makanan 

dan minuman 

rapat/seminar

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 15 18 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar Daerah 

Pelaksanaan 

Koordinasi dan 

konsultasi luar daerah

30 kali 40 kali 50 kali 50 kali 60 kali 5 4 15 18 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar Daerah 

Pelaksanaan 

Koordinasi dan 

konsultasi luar daerah

30 kali 40 kali 50 kali 50 kali 60 kali Perubahan target

5 4 15 22 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi di Dalam Daerah 

Pelaksanaan 

Koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

35 kali 45 kali 55 kali 55 kali 65 kali 5 4 15 22 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi di Dalam Daerah 

Pelaksanaan 

Koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

35 kali 45 kali 55 kali 55 kali 65 kali Perubahan target

5 4 15 29 Pameran dan Promosi Pembangunan Pelaksanaan Pameran 

dan Pawai Kendaraan 

Pembangunan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 4 15 29 Pameran dan Promosi 

Pembangunan

Pelaksanaan Pameran 

dan Pawai Kendaraan 

Pembangunan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Perubahan target

5 4 15 39 Penyediaan Jasa Tim Penilai Jabatan 

Fungsional

Pelaksanaan Penilaian 

Jabatan 

Fungsional/Widyaiswar

a

9 Kali 9 Kali - - - 5 4 15 39 Penyediaan Jasa Tim Penilai 

Jabatan Fungsional

Pelaksanaan Penilaian 

Jabatan 

Fungsional/Widyaiswa

ra

9 Kali 9 Kali - - - Bergabung dengan 

keg lain

5 4 15 46 Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan SKPD

Operasional 

Pengelolaan Sistem 

Keuangan Daerah

12 bulan 12 bulan - - - 5 4 15 46 Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan SKPD

Operasional 

Pengelolaan Sistem 

Keuangan Daerah

12 bulan 12 bulan - - - Bergabung dengan 

keg lain

5 4 15 63 Penyediaan Bahan Standar 

Kompetensi Jabatan dan Evaluasi 

Jabatan

Jumlah bahan Standar 

Kompetensi Jabatan 

dan Evaluasi Jabatan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 15 63 Penyediaan Bahan Standar 

Kompetensi Jabatan dan 

Evaluasi Jabatan

Jumlah bahan Standar 

Kompetensi Jabatan 

dan Evaluasi Jabatan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 16 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Tersedianya dan 

terpeliharanya 

fasilitas sarana dan 

prasarana 

perkantoran Badan 

Diklat

19,70% 15,30% 19,00% 19,80% 26,20% 5 4 16 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

% peningkatan dan 

pemeliharaan 

fasilitas sarana dan 

prasaran 

perkantoran

19,70% 15,30% 19,00% 19,80% 26,20%

5 4 16 3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah paket 

pekerjaan bangunan 

Gedung/Non Gedung

7 Paket 6 Paket 8 Paket 8 Paket 9 Paket 5 4 16 3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah paket 

pekerjaan bangunan 

Gedung/Non Gedung

7 Paket 6 Paket 8 Paket 8 Paket 9 Paket Perubahan target

5 4 16 7 Pengadaan Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor
119 unit 163 unit 165 unit 170 unit 225 unit 5 4 16 7 Pengadaan Perlengkapan dan 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor
119 unit 163 unit 165 unit 170 unit 225 unit Perubahan target

5 4 16 10 Pengadaan Mebeuleur Jumlah unit mebeleur 264 unit 123 unit 200 unit 215 unit 300 unit 5 4 16 10 Pengadaan Mebeuleur Jumlah unit mebeleur 264 unit 123 unit 200 unit 215 unit 300 unit Perubahan target

5 4 16 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor 

jumlah pemeliharaan 

gedung kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 16 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor 

jumlah pemeliharaan 

gedung kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Perubahan target

5 4 16 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan 6 

unit kendaraan dinas
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 16 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan 

6 unit kendaraan dinas
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

5 4 16 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan gedung 

kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 16 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan gedung 

kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

5 4 16 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeuleur

Jumlah Pemeliharaan 

mebeleur
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 4 16 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Mebeuleur

Jumlah Pemeliharaan 

mebeleur
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

5 4 16 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 

Kantor

Jumlah paket 

pekerjaan Rehabilitasi 

sedang/berat gedung 

kantor

- 1 Paket - - - 5 4 16 29 Rehabilitasi Sedang/Berat 

Gedung Kantor

Jumlah paket 

pekerjaan Rehabilitasi 

sedang/berat gedung 

kantor

- 1 Paket - - -

5 4 20 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5 4 20 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan

% capaian 

akuntabilitas 

kinerja dan 

keuangan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 4 20 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan 

keuangan SKPD
12 Dokumen 12 

Dokumen

14 

Dokumen

14 Dokumen 14 

Dokumen

5 4 20 1 Penyusunan Pelaporan 

Keuangan 

Jumlah laporan 

keuangan SKPD
12 Dokumen 12 

Dokumen

14 

Dokumen

14 

Dokumen

14 

Dokumen

5 4 20 2 Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran

Jumlah laporan 

keuangan semesteran
2 Dokumen 2 

Dokumen

5 4 20 2 Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran

Jumlah laporan 

keuangan semesteran
2 Dokumen 2 

Dokumen

Bergabung dengan 

keg lain



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 9 10 6 7 8 9 10 11

Program / Kegiatan Program / Kegiatan
Indikator 

Program/Kegiatan
Kode Rek Kode Rek

TARGET

RENSTRA BARU/RENSTRA REVISI

KET.

RENSTRA LAMA

TARGETIndikator 

Program/Kegiatan

5 4 20 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 

LAKIP, LPPD-ILPPD, 

Laporan evaluasi 

program diklat, 

Evaluasi hasil renja 

SKPD dan Laporan 

capaian kinerja 

bulanan, triwulanan, 

semesteran

32 Dokumen 32 

Dokumen

32 

Dokumen

32 Dokumen 32 

Dokumen

5 4 20 6 Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Iktisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 

LAKIP, LPPD-ILPPD, 

Laporan evaluasi 

program diklat, 

Evaluasi hasil renja 

SKPD dan Laporan 

capaian kinerja 

bulanan, triwulanan, 

semesteran

32 Dokumen 32 

Dokumen

32 

Dokumen

32 

Dokumen

32 

Dokumen

5 4 20 7 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen 

Renstra Bandiklatda 

2020-2024

- - - - 1 

dokumen 

5 4 20 7 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen 

Renstra Bandiklatda 

2020-2024

- - - - 1 

dokumen 



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 9 10 6 7 8 9 10 11

Program / Kegiatan Program / Kegiatan
Indikator 

Program/Kegiatan
Kode Rek Kode Rek

TARGET

RENSTRA BARU/RENSTRA REVISI

KET.

RENSTRA LAMA

TARGETIndikator 

Program/Kegiatan

5 4 25 Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah

terlaksananya 

rencana dan program 

serta kegiatan 

bandiklatda provinsi 

lampung

100% 100% 100% 100% 100% 5 4 25 Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah

% Pemanfaatan 

dokumen-dokumen 

Perencanaan (RKA, 

Renja, KUA, DPA, 

ROK, PK, RKT) 

untuk penyusunan 

perencanaan yang 

terarah, efektif dan 

efesiensi

100% 100% 100% 100% 100%

5 4 25 24 Penyusunan dan Penetapan Program 

dan Kegiatan Bandiklatda Provinsi 

Lampung

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, program 

dan kegiatan dan 

pengembangan 

program diklat

15 dokumen 15 

dokumen 

15 

dokumen 

15 dokumen 15 

dokumen 

5 4 25 24 Penyusunan dan Penetapan 

Program dan Kegiatan 

Bandiklatda Provinsi Lampung

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

program dan kegiatan 

dan pengembangan 

program diklat

15 dokumen 15 

dokumen 

15 

dokumen 

15 

dokumen 

15 

dokumen 

5 4 25 25 Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Jumlah dokumen hasil 

Musrenbang SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 
1 

dokumen 

5 4 25 25 Penyelenggaraan Musrenbang 

SKPD

Jumlah dokumen hasil 

Musrenbang SKPD 1 dokumen 1 dokumen 
1 

dokumen 

1 

dokumen 

1 

dokumen 

4 5 15 Program Pendidikan Kedinasan Terlasananya 

pendidikan kedinasan

20% 20% - - - 4 5 15 Program Pendidikan 

Kedinasan

% jumlah WI yang 

mengikuti diklat
20% 20% - - -

4 5 15 4 Peningkatan Keterampilan, 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Widyaiswara

Jumlah widyaiswara 

yang mengikuti 

Diklat/Bimtek/TOT

19 WI 19 WI - - - 4 5 15 4 Peningkatan Keterampilan, 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

Widyaiswara

Jumlah widyaiswara 

yang mengikuti 

Diklat/Bimtek/TOT

19 WI 19 WI - - - Bergabung dengan 

keg lain

4 5 17 Program  Monitoring dan  

Pembinaan Kediklatan

terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi diklat 

aparatur

20% 20% - - - 4 5 17 Program  Monitoring dan  

Pembinaan Kediklatan

Meningkatnya 

pengelolaan 

pelaksanaan diklat 

di Kabupaten/Kota

20% 20% - - -

4 5 17 1 Monitoring dan Pembinaan 

Kediklatan

Jumlah pelaksanaan 

monitoring dan 

pembinaan kediklatan

15 Kab/ Kota 15 Kab/ 

Kota

- - - 4 5 17 1 Monitoring dan Pembinaan 

Kediklatan

Jumlah pelaksanaan 

monitoring dan 

pembinaan kediklatan

15 Kab/ Kota 15 Kab/ 

Kota

- - - Bergabung dengan 

keg lain

4 5 16 Program Pengembangan Budaya 

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

tersedianya 

pengembangan 

budaya baca dan 

pembinaan 

perpustakaan

100% 100% - - - 4 5 16 Program Pengembangan 

Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan

tersedianya 

pengembangan 

budaya baca dan 

pembinaan 

perpustakaan

100% 100% - - -

4 5 16 1 Pemasyarakatan Minat dan 

Kebiasaan Membaca Untuk 

Mendorong Terwujudnya Masyarakat 

Pembelajar

Jumlah buku bacaan 

perpustakaan 

Bandiklatda

4.000 Katalog 1 Paket - - - 4 5 16 1 Pemasyarakatan Minat dan 

Kebiasaan Membaca Untuk 

Mendorong Terwujudnya 

Masyarakat Pembelajar

Jumlah buku bacaan 

perpustakaan 

Bandiklatda

4.000 Katalog 1 Paket - - - Bergabung dengan 

keg lain

4 5 18 Program Pembinaan dan 

Pemasayarakatan Olahraga

Tercapainya 

pembinaan dan 

pemasyarakatan 

olahraga Badan Diklat

100% 100% - - - 4 5 18 Program Pembinaan dan 

Pemasayarakatan Olahraga

Tercapainya 

pembinaan dan 

pemasyarakatan 

olahraga Badan 

Diklat

100% 100% - - -

4 5 18 1 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan 

Rekreasi Aparatur Penyelenggara 

Diklat

Jumlah pelaksanaan 

senam dan 

pembayaran Honor 

Instruktur Senam

12 bulan 12 bulan - - - 4 5 18 1 Peningkatan Kesegaran Jasmani 

dan Rekreasi Aparatur 

Penyelenggara Diklat

Jumlah pelaksanaan 

senam dan 

pembayaran Honor 

Instruktur Senam

12 bulan 12 bulan - - - Bergabung dengan 

keg lain



          

 

 

K E P U T U S A N   
KEPALA  BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

PROVINSI LAMPUNG 

NOMOR  : 890/025/V.05/Sekrt/2017 

TENTANG 

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  

BADAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

PROVINSI LAMPUNG 

TAHUN 2015 -2019  

 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

PROVINSI LAMPUNG 

 

Menimbang:     a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun 

waktu 5 (lima) Tahun;   

 b. bahwa  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Rensta-SKPD) Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung disusun 

untuk memberikan kepastian kebijakan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan  Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Lampung; 

 c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra 

SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD 

setelah disesuaikan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Jalan Raya HajimenaKecamatan Natar Telp. (0721) 774279 

Kabupaten Lampung Selatan 



(RPJMD) Provinsi Lampung; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c  

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Lampung tentang Rencana Strategis Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019;  

 

Mengingat: 1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421); 

2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 124); 

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor  82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

 



4.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah.  

5.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2008; 

6.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional; 

7.    Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

8.    Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 

2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9.    Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 

2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 

2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah 

10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 06 

Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD) Lampung Tahun 

2015-2019; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 

  

 

 



 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

PERTAMA  : Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Lampung Tahun 2015-2019  

KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 

sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan 

bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung dalam 

melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan 

KETIGA : Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 

dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Lampung. 

KEEMPAT : Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat 

Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

 

 Ditetapkan di :    Hajimena 

    pada tanggal  :   15 Januari 2017  

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI 

LAMPUNG 

 

 

Ir. FAHRIZAL DARMINTO,MA 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19641021 199003 1 008 
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